ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  PENANGGULANGAN KEMISKINAN  DI KABUPATEN MAROS by FAJRY R, FEBRIYANTY
 
 
i 
 
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
DI KABUPATEN MAROS 
 
SKRIPSI 
 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
 
 
Oleh 
FEBRIYANTY FAJRY R 
E12113302 
 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 
 
i 
 
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
DI KABUPATEN MAROS 
 
SKRIPSI 
 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
 
 
Oleh 
FEBRIYANTY FAJRY R 
E12113302 
 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 
 
ii 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur atas nikmat yang telah 
diberikan oleh Allah SWT. Dzat pemilik alam semesta serta segala 
kehidupan dan kematian didalamnya. Pantaslah kita untuk senantiasa 
memuja dan memuji kebesaran serta keagungan-Nya. Semoga kita selalu 
berada dalam lindungan Ilahi ditiap aktivitas keseharian kita. 
Allahumma Shalli Alasayyidina Muhammad Waala Alihi Wasahbihi 
Wasallim, shalawat dan salam teriring kehadirat Rasulullah SAW. 
Pemimpin terbaik yang menginsipirasi peradaban manusia, sosok 
revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke 
kehidupan yang bernafaskan Islami dan penuh dengan ilmu pengetahuan. 
Semoga beliau, para sahabat dan pengikutnya senantiasa mendapat 
tempat istimewa disisi Allah SWT. Amin. 
Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas selesainya 
penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 
Dalam Penanggulangan  Kemiskinan di Kabupaten Maros” sebagai  salah  
satu  syarat  penyelesaian  studi  guna memperoleh gelar sarjana (S1) 
pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  
Politik, Universitas Hasanuddin.  
 
 
v 
 
Penulis berharap skripsi ini senantiasa memenuhi hakikatnya, yaitu 
memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam pengembangan 
Ilmu Pemerintahan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah 
dan tidak dalam waktu yang singkat.  Selama  penyusunan  skripsi  ini,  
penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan 
dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat semangat, upaya dan usaha 
yang keras yang dilakukan penulis serta tentunya bantuan tenaga, pikiran 
dan doa dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada orang tua, Ayahanda Munsir dan Ibunda Andi 
Hj. Berlian. Terima kasih telah berkorban sedemikian banyak untuk 
penulis, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis 
hingga sampai seperti saat ini. Juga karena telah memberikan segala 
dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang, 
dukungan moral dan materi, semangat serta doa yang tiada hentinya 
selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu 
melindungi, memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki serta 
kebahagiaan yang tak henti kepada beliau. Tak lupa pula kepada kakak 
dan adikku, Fadlel Abdillah dan Faradillah Reski Amaliah, terima kasih 
atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. 
Semoga kita bisa menggapai cita-cita, agar mampu membahagiakan dan 
membanggakan kedua orang tua. Amin. 
 
 
vi 
 
Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis 
menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih 
yang tulus kepada :  
1. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
belajar banyak hal hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu 
(S1) di kampus terbesar di Indonesia Timur. 
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh staf dilingkup Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu 
Politik dan Pemerintahan beserta seluruh staf di Program Studi Ilmu 
Pemerintahan. 
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh 
staf dilingkup Program Studi Ilmu Pemerintahan. 
5. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak 
Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II, yang tiada jenuh-
jenuhnya memberikan bimbingan, memotivasi, membantu, dan 
mendorong  penulis  hingga  mampu menyelesaikan skripsi ini. 
6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran 
dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. 
 
 
vii 
 
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berbagi 
ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.  
8. Kepada Pemerintah Kabupaten Maros yang telah memberikan izin 
untuk melakukan penelitian. 
9. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat, yakni  : 
1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten 
Maros, 
2) Dinas  Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, 
3) Kepala Bidang Bantuan Sosial, 
4) Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pelayanan Anak, 
5) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 
6) Kepala Bidang UMKM 
7) Pendamping PKH di Kecamatan Turikale, Kecamatan Maros Baru, 
Kecamatan Tompobulu 
8) Operator PKH 
9) Masyarakat penerima bantuan 
10) Kelompok KUBE-FM 
11) Pelaku UMKM 
Yang telah banyak memberikan informasi dan data kepada penulis 
sehingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Kepada adik-adik kecilku, bian, fila, jihan, difa, aso, kansa, keyla, 
kembar. Terima kasih karena telah menghibur penulis. 
 
 
viii 
 
11. Kepada Mama Ampi, Kak Muli, Tami, Levi, terima kasih untuk doa, 
dukungan dan bantuannya untuk penulis. 
12. Sahabat penulis Cimi’s: Aan, Aldy, Alya, Anggi, Annas, Dirga, Firda, 
Anti, Ika, Lilik, Ilmi, Ria, Sukma, Ukka, Umi, Yudi. Semoga arisannya 
lancar, meetupnya juga lancar.  
13. Sahabat penulis, Dila dan Yuni yang selalu memberi doa, dukungan, 
motivasi, serta menghibur penulis. Semoga kita mendapat 
kesuksesan masing-masing. 
14. Kepada sahabat seperjuangan dan tersayangnya penulis: Amel, Dewi, 
Ike, Maryam, Wulan yang selalu ada menemani penulis, baik suka 
maupun duka, setia mendengar keluh kesah dan bahagia penulis.  
15. Kepada saudara-saudari tak sekandung penulis, keluarga penulis yang 
telah berjuang bersama-sama, mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
angkatan 2013 Lebensraum: Hasyim, Herul, aWahid, Fahril, Edwin, 
Jay, Uli, Rian, Dika, Wahyu, Kaka Ade, Babba, Oskar, Rum, Reza, 
Akil, Arya, Uceng, Najib, Alif, Immang, Ires, Rosandi, Supe, Dandi, 
Yeyen, Aksan, Zul, Kaswandi, Yusra, Wiwin, Erik, Eki, Dana, Adit, 
Sube, Hendra, Syarif, Haeril, Azura, Jusna, Juwita, Fitrah, Irma, Mia, 
Fitri, Karina, Ulfi, Suna, Hanifa, Dias, Afni, Mustika, Dirga, Ayyun, 
Angga, Wiwi, Lala, Chana, Kak Uni, Beatrix, Sundari, Salfia, Ipa, Tami, 
Mega, Dina, Suci, Ugi, Yun, Ina, Dede, Icha, Anti, Uma, Yekka, Yani, 
Sani, Hillery dan terkhusus untuk Almarhumah Iis Taffana Fadliah 
Ismail. Terima kasih atas segala kenangan dan pengalaman yang 
 
 
ix 
 
kalian bagikan selama ini. Segala suka, duka, canda, tawa, dan 
berbagai hal yang telah kita lalui telah menjadi sebuah kisah yang 
terukir jelas dalam sejarah hidup penulis.  
16. Generasi kebanggaan Universitas Hasanuddin, para Pejuang Merdeka   
Militan, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
(Himapem) FISIP Unhas. Memupuk kisah mulai dari kisah hitam putih 
menjadi yang penuh warna di Bumi Orange, ruang penuh makna, 
terima kasih atas setiap pengalaman dan kenangan yang penulis 
dapatkan dari setiap proses yang telah penulis jalani. Kepada 
kanda-kanda Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, 
Enlightment 2011, Fraternity 2012, serta saudara seangkatan 
Lebensraum 2013. Terima kasih atas berbagai pembelajaran yang 
diberikan kepada penulis. Selanjutnya kepada Adinda Fidelitas 2014, 
Federasi 2015 dan Verenigen 2016. Penulis mengucapkan terima 
kasih atas kebersamaannya. Salam Merdeka Militan, Jayalah 
Himapem ku Jayalah Himapem kita ! 
17. KKN Regular Unhas Gel.93 Kec.Alla, Kab.Enrekang, Kanda Rusli, 
Tilda, Muthi, Dian, Tian, Kanda Ari, Maher, Adi, Diman, Syam, Serta 
teman-teman posko lainnya, yang telah menjadi saudara baru selama 
menjalani KKN kurang lebih 2 bulan. Tak lupa pula kepada Bapak tyo 
sekeluarga selaku tuan rumah dan menjadi keluarga selama ber-KKN, 
bapak Ari yang sudah menjadi bapak angkat penulis, kak amin yang 
telah banyak membantu, bapak Fira beserta keluaraga, ibu nanda 
 
 
x 
 
sekeluarga, dan nenek sekeluarga. Tak lupa Bapak Drs. Hanapi 
beserta jajaran dan staf kantor Kelurahan Kambiolangi, terima kasih 
atas dukungan serta kerja samanya selama kami melaksanakan 
kegiatan KKN. 
18. Serta kepada seluruh pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu 
persatu, yang telah banyak membantu penulis sejak, selama, dan 
hingga penulis menyelesaikan studi Strata Satu di Universitas 
Hasanuddin.  
Selain itu, penulis mengucapkan permohonan maaf sedalam-
dalamnya atas segala khilaf yang penulis lakukan saat berucap dan 
bertindak. Selanjutnya, Kepada semua pihak yang telah memberikan 
doa, bantuan, dorongan, serta dukungan, penulis mendoakan semoga 
Allah SWT membalasnya dengan pahala yang setimpal  
Amin ya Rabbal Alamin. 
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Maros, Maret 2017 
Penulis 
 
Febriyanty Fajry Rahmadany 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  ………………………………………………… i 
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………. ii 
HALAMAN PENERIMAAN ……………………………………….. iii 
KATA PENGANTAR  ………………………………………... iv 
DAFTAR ISI ……………………………………………………….. xi 
DAFTAR TABEL  ……………………………………………….. xiv 
DAFTAR GAMBAR  ……………………………………………….. xvi 
DAFTAR LAMPIRAN  ………………………………………... xvii 
INTISARI  ……………………………………………………….. xviii 
ABSTRACT  ……………………………………………………….. xix 
BAB I PENDAHULUAN  ………………………………………... 1 
1.1.  Latar Belakang Penelitian ………………………… 1 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian ……………..……… 6 
1.3. Tujuan Penelitian ………………………………….. 6 
1.4. Manfaat Penelitian ………………………………… 6 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………. 8 
2.1. Konsep Analisis Kebijakan ……………………….. 8 
2.2. Konsep Kebijakan …………………………………. 9 
2.2.1. Konsep Kebijakan Publik ………………….. 10 
2.2.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik ………………….. 11 
2.2.3. Tujuan Kebijakan …………………………… 12 
2.3. Konsep Pemerintah ……………………………….. 13 
2.3.1. Kebijakan Pemerintah ……………………… 16 
2.3.2. Konsep Pemerintah Daerah ………………. 17 
    2.3.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah  17 
2.4. Konsep Kemiskinan ……………………………….. 19 
2.4.1. Macam-Macam Kebijakan …………………. 23 
2.4.2. Garis Kemiskinan ………………………….. 24 
2.4.3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap  
        Kemiskinan ............................................... 25 
2.4.4. Penanggulangan Kemiskinan …………….. 28 
2.5. Kerangka Pikir Peneltian ………………………….. 30 
BAB III METODE PENELITIAN ………………………………….. 34 
3.1. Lokasi dan Waktu Peneltian ………………………. 34 
3.2. Tipe Penelitian ……………………………………… 34 
3.3. Teknik Pengumpulan Data ………………………... 35 
3.4. Informan Penelitian …………………………………. 36 
3.5. Jenis Data Penelitian  ……………………….……... 37 
 
 
xii 
 
3.6. Definisi Konsep …………………………………….. 38 
3.7. Teknik Analisa Data …………………………...…… 41 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …………….. 44 
 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……………… 44 
      4.1.1  Gambaran Umum Kabupaten Maros …………. 44 
  4.1.1.1. Sejarah Kabupaten Maros ………………. 44 
  4.1.1.2. Letak dan Luas Wilayah …………………. 48 
  4.1.1.3. Geologi ……………………………………. 53 
  4.1.1.4. Kependudukan …………………………… 53 
  4.1.1.5. Sarana Pendidikan ……………………….. 55 
  4.1.1.6. Sarana Kesehatan ………………………… 55 
4.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi …………………………………… 57 
4.2.1. Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
 Transmigrasi ………………………………… 57 
4.2.2. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan 
 Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
 Transmigrasi ………………………………… 58 
4.2.3. Kepegawaian Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
 dan Transmigrasi …………………………… 80 
 4.3. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian 
  Dan Perdagangan ………………………………….. 82 
  4.3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian 
   dan perdagangan …………………………. 83 
  4.3.2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perin- 
   dustrian  dan Perdagangan ……………….. 84 
  4.3.3. Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian 
   dan Perdagangan ………………………….. 86 
  4.3.4. Sasaran dan Tujuan ……………………….. 87 
  4.3.5. Cara Pencapaian Tujuan ………………….. 88 
 4.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan 
  Kemiskinan di Kabupaten Maros ………………… 90 
  4.4.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggu- 
   langan Kemiskinan melalui Program Bantuan 
   Sosial ……………………………………….. 93 
  4.4.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggu- 
   langan Kemiskinan melalui Program Pember- 
   dayaan Masyarakat Miskin ……………….. 106 
  4.4.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggu- 
   langan Kemiskinan melalui Program Pember- 
 
 
xiii 
 
   dayaan UMKM …………………………….. 121 
 4.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya 
  Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan 
  di Kabupaten Maros ……………………………… 137 
  4.5.1. Faktor Pendukung dan Penghambat 
   Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .. 137 
  4.5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat 
   Pelaksanaan Program KUBE-FM ……….. 140 
  4.5.3. Faktor Pendukung dan Penghambat 
   Pelaksanaan Program Pemberdayaan 
   UMKM ……………………………………… 145  
BAB V PENUTUP ………………………………………………... 150 
 5.1.  Kesimpulan ………………………………………... 150 
 5.2. Saran ……………………………………………….. 151 
 
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………… 153  
LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………. 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di  
Kabupaten Maros, Tahun 2010-2015   3 
Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros  50 
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros,  
Tahun 2015       54 
Tabel 4. Statistik Kesehatan di Kabupaten Maros,  
Tahun 2011-Tahun 2014     56 
Tabel 5. Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis 
  Kelamin, Tahun 2016     80 
Tabel 6. Banyaknya Pegawai Menurut Golongan dan Jenis 
  Kelamin, Tahun 2016     81 
Tabel 7. Jumlah Pejabat Struktural, Tahun 2016   81 
Tabel 8. Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian  
Dan Perdagangan, Tahun 2016    86 
Tabel 9. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten  
Maros, Tahun 2014-2016     92 
Tabel 10. Rekapitulasi Jumlah Peserta Program Keluarga  
Harapan di Kabupaten Maros, Tahun 2013-2016 96 
Tabel 11. Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan  
Di Kabupaten Maros, Tahun 2013-2016   99 
Tabel 12. Presentase Komitmen Peserta Program Keluarga  
Harapan dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten  
Maros, Tahun 2014-2016     102  
Tabel 13.  Presentase Komitmen Peserta Program Keluarga  
Harapan dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten  
Maros, Tahun 2014-2016     105 
Tabel 14. Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin  
(KUBE-FM) di Kabupaten Maros, Tahun 2016  109 
 
 
xv 
 
Tabel 15. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi,  
Perindustrian dan Perdagangan dalam Bidang  
UMKM di Kabupaten Maros, Tahun 2016  123 
Tabel 16. Rekapitulasi Perkembangan UMKM Perkecamatan  
Di Kabupaten Maros, Tahun 2016   125 
Tabel 17. Data Umkm yang telah Mengikuti Diklat, Work  
Shop dan Sosialisasi, Dinas Kopperindag  
Kabupaten Maros, Tahun 2012 sampai dengan  
tahun 2016       127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
DAFTAR GAMBAR 
Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian    33 
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Maros    49 
Gambar 3. Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 57 
Gambar 4. Visi Dinas Koperasi, Perindustrian  
Dan Perdagangan      83 
Gambar 5. Alur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  
(PKH)        95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian      156 
Lampiran 2. Peraturan Bupati Maros Nomor. 28 Tahun 2010  
Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan  
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Maros   158 
Lampiran 3. Peraturan Bupati Maros Nomor. 17 Tahun 2015  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros  
Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan  
sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di  
Kabupaten Maros      168 
Lampiran 4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros  173 
Lampiran 5. Data Kepegawaian Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
  dan Transmigrasi Kabupaten Maros   174 
Lampiran 6. Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian  
Dan Perdagangan       175 
Lampiran 7. Dokumentasi       176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xviii 
 
I N T I S A R I 
 
FEBRIYANTY FAJRY. R, Nomor Induk Mahasiswa E12113302, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten 
Maros, dibawah bimbingan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai 
Pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya 
Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data 
secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara mendalam, dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik 
analisis kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukan dua hal : Pertama, upaya Pemerintah Daerah 
dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros, melalui program penanggulangan 
kemiskinan yang meliputi program keluarga harapan (PKH), program 
pemberdayaan fakir miskin (KUBE-FM) dan program pemberdayaan 
UMKM. Kedua, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang 
mempengaruhi, meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 
pendukung yakni adanya komitmen antara pemerintah pusat dan daerah, 
adanya koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat, adanya kerjasama 
antar pihak yang terkait, adanya motivasi dari dalam diri setiap anggota 
untuk mengikuti setiap kegiatan, adanya struktur organisasi yang 
terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang menjadi faktor 
penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap 
sanksi jika melanggar kewajiban, keterbatasan anggaran, kurangnya 
kualitas sumber daya manusia, adanya hubungan yang kurang baik antar 
anggota, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM serta 
sarana dan prasarana yang belum memadahi. 
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ABSTRACT 
 
FEBRIYANTY FAJRY. R, Reg. Number E12113302, Study Program of 
Government Science. Faculty of Social and Political Sciences. 
Hasanuddin University. With a title of Research “An Analysis of Local 
Government Policy to Overcome Poverty in Maros Regency. Under 
Dr. Jayadi Nas, M.Si as Supervisor I and Rahmatullah, S.Ip, M.Si as 
Supervisor II. 
 
This study aims to determine and to analyze the effort of local government 
to overcome poverty in Maros regency and factors that influence it. To 
achieve the objectives the researcher using a method of qualitative 
research and exploring data descriptively. The data collecting technique 
was done through observation, in-depth interview, document and 
archieveby using qualitative analysis technique. 
 
The result study shows two things: first, the effort of local government to 
overcome poverty that conducted by Department of Social, Labor and 
Transmigration and Department of Cooperation, Industrial and Trading of 
Marod regency through the poverty overcoming program includes 
Expectancy Family Program (PKH), the Poor Empowerment Program 
(KUBE-FM) and Micro, Small, Medium-Sized Enterprise Empowerment 
Program. Second, in its implementation there are several factor that 
influence it, consist of supporting and inhibiting factor. The supporting 
factor is the presence of commitment between state and local government, 
good coordination inter actor who involved, the cooperation between 
related parties, the motivation of each members to participate in each 
activities, integrated organization structure and technological utilization. 
And the inhibiting factors is the lack of poor understanding about sanction 
if violate the obligation, restricted budget, the lack of human resources 
quality, the lack of relationship for each member, the lack of ability that 
owned by bussines actor and inadequate means and infrastructure. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai 
perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur 
sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 
1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga 
selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan 
kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun 
demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi 
masalah yang berkepanjangan. 
Berbicara mengenai kemiskinan, secara harfiah kemiskinan berasal 
dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta benda”. Dalam pengertian 
yang lebih luas kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 
pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan 
dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, 
ataupun sulitnyaakses tehadap pendidikan dan pekerjaan.1 
Telah sama-sama dapat dilihat bahwa kemiskinan hingga saat ini 
masih menjadi isu global, artinya kemiskinan tidak hanya menjadi pokok 
masalah di Negara Dunia Ketiga, tetapi juga menjadi persoalan di Negara 
                                                        
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan 
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Maju. Hampir disemua Negara berkembang, sedikit penduduk hidup dapat 
menikmati hasil pembangunan, mayoritas penduduk hidup melarat. 
Strategi pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang apapun bagi 
kesejahteraan rakyat miskin, sebaliknya malah membuat mereka semakin 
sengsara. 
Kemiskinan menjadi masalah yang krusial di  negara  berkembang 
seperti  Indonesia.  Negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan 
tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadikan tingkat populasi 
sangat tinggi sehingga menyebabkan naiknya permintaan pada 
kebutuhan hidup sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan papan. 
Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh keluarga 
miskin.  
Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok 
yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan 
sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat 
dari pemerintah. Meskipun berbagai perencanaan, kebijakan serta 
program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya 
adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan 
merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya 
pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara 
komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan 
secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat 
pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak 
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dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil 
pembangunan.2 
Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di 
Indonesia, Kabupaten Maros merupakan salah satu contoh daerah yang 
masih mengalami permasalahan kemiskinan. Permasalahan penduduk 
miskin diantaranya ialah jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, 
kemampuan sumber daya dan keterampilan penduduk miskin sangat 
terbatas, kesehatan dan gizi keluarga miskin masih rendah, kemampuan 
keluarga miskin menyekolahkan anak sangat terbatas, serta belum  
ditunjang dengan kebijakan  daerah  yang optimal. 
Berikut jumlah dan persentase garis kemiskinan dan penduduk 
miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2010-2015.  
Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Maros, 2010‒2015 
    
Tahun 
 Year 
Garis Kemiskinan  
Poverty Line 
(rupiah) 
Penduduk Miskin 
Number of Poor People 
Jumlah 
Total 
Persentase 
Percentage 
(1) (2) (3) (4) 
        
2010 237.119 46.662 14.61 
2011 145.473 42.440 13.17 
2012 262.064 40.889 12.57 
2013 278.520 43.059 12.94 
2014 286.937 40.130 11.93 
 2015  307.717     40.08      11.85  
        
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2015 
 
Berdasarkan tabel 1, jumlah dan presentase penduduk miskin di 
Kabupaten Maros pada tahun 2010 sebesar 46.662 ribu jiwa atau 14.61% 
dan turun menjadi 42.440 ribu jiwa atau 13.17% pada tahun 2011. 
                                                        
2 Soegijoko, 2001. Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Yayasan 
Soegikoko: Bandung. 
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Memasuki tahun 2012, jumlah penduduk miskin sebesar 40.889 ribu jiwa 
atau 12.57% dan naik menjadi 43.059 ribu jiwa atau 12.94% pada tahun 
2013. Di tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 
menjadi 40.130 ribu jiwa atau 11.93%, begitu pun di tahun 2015 juga 
mengalami penurunan, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 40.08 
ribu jiwa atau 11.85%.3 
Sumber daya alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang 
tersebar di setiap wilayah sampai saat ini belum secara optimal dapat 
memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan 
masyarakat di Kabupaten Maros. Terbukti dengan masih relatif tingginya 
angka kemiskinan, dan membuktikan pula bahwa pemerintah Kabupaten 
Maros belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. 
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  masih  relatif  
tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros saat ini, antara lain: 
a) Pendidikan merupakan faktor utama penyebab kemiskinan, telah 
diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia seseorang bisa 
dilihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan yang rendah 
menggambarkan kualitas sumber daya manusianya juga rendah. 
Dan sebalinknya, semakin tinggi pendidikan seseorang, 
kesempatan untuk mendapat kehidupan lebih baik akan semakin 
besar, karena mempunyai kualitas dalam mencari pekerjaan. 
b) Kemiskinan juga erat kaitannya dengan jumlah anggota keluarga 
                                                        
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2015. 
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karena menggambarkan beban keluarga. Menurut Jinghan 
(2000), pertambahan penduduk sebagai akibat dari tingginya 
kelahiran menyebabkan beban hidup keluarga semakin berat. 
Beban hidup keluarga semakin berat apabila menanggung 
kerabat misalnya orang tua maupun sanak famili. Sedangkan 
menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata 
anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak 
miskin. Selain jumlah angoota rumah tangga besar, di dalam 
rumah tangga miskin ditemukan lebih banyak anggota yang 
kurang produktif bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak 
miskin.4 
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi ini memberikan indikasi 
bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi, 
dan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh  
pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan 
penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros” 
 
 
 
                                                        
4 skripsi mohammad wahyudin, “Implementasi program beras miskin di kecamatan turikale, kab. 
Maros” 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 
peneliti ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten maros ? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah 
daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 
yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten maros. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya 
pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten Maros. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan 
dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Serta 
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menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaraan dalam 
memberi informasi kepada mahasiswa. 
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten maros 
dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengembangan 
program-program kesejahteraan masyarakat. 
3. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian 
kesejateraan masyarakat pada fokus yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian 
lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian 
penelitian. Hal  ini  juga  sekaligus  sebagai  pendukung  dalam  rangka  
menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Dalam 
proposal ini penulis menggunakan konsep analisis kebijakan, kebijakan, 
pemerintah, dan kemiskinan. 
2.1. Konsep Analisis Kebijakan 
Menurut William N Dunn dalam bukunya, Analisis kebijakan ialah 
Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode 
penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan 
informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di 
tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.5 
Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi 
yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu 
terapan, analisis kebijakan publik meminjam tidak hanya ilmu sosial dan 
perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam 
cabang analsisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan ini 
diharapkan mampu untuk menghasilkan informasi dan argumen yang 
masuk akal mengenai: 1) Nilai yang merupakan sebagai tolok ukur 
                                                        
5 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2000), cet. ke-IV, h. 95-97. 
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masalah teratasi, 2) fakta yang diaman sebagai pembatas atau 
meningkatkan nilai, 3) tindakan yang penerapannya menghasilkan nilai, 
untuk menghasilkan ketiga hal tersebut seorang analis dapat memakai 
satu atau lebih pendekatan yang ada antara lain : empiris, evaluatif, dan 
normatif. 
Pendekatan Empiris ditekankan terutama pada penjelasan 
berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. 
Pendekatan ini menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan Evaluatif sendiri ditekankan pada penentuan bobot atau nilai 
beberapa kebijakan, pada pendekatan ini perkembangan disiplin ilmu 
inilah yang sering menjadi akibat dari penelitian terapan ketimbang 
sebagai penyebabnya. Pendekatan Normatif ditekanan pada rekomendasi 
tindakan, menghasilkan informasi yang bersifat preskriptif serta memiliki 
hasil rekomendasi terhadap kebijakan apa yg sebaiknya diadopsi untuk 
masalah publik. 
2.2. Konsep Kebijakan 
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang 
dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai 
tujuan, sehingga kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Berikut ini 
akan dikemukakan pengertian kebijakan dari beberapa ahli yaitu : 
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Menurut Edi Suharto dalam bukunya Analisi Kebijakan Publik 
mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih 
untuk mengarahkan keputusan.6 
Ealau dan Prewitt mendefinisikan kebijakan adalah Sebuah 
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh prilaku yang konsisten dan 
berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang 
terkena kebijakan itu).7 
Titmus dalam buku yang sama memberikan pengertian kebijakan 
sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada 
tujuan-tujuan tertentu.8  
2.2.1. Konsep Kebijakan Publik 
Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik 
mengutip pernyataan Robert Eyetone dalam bukunya The Threads of 
Publik Policy (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan 
antara unit pemerintah dengan lingkungannya.9 
Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk 
dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagaian besar 
scholar (pelajar) yang mempelajarinya. Padahal dalam lingkup yang nyata 
kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan definisi, dalam 
buku yang sama Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam prespektif 
merekan mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang 
                                                        
6 Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik.CV Alfabeta. Bandung, hal. 7 
7 Ibid 
8 ibid 
9 Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, hal 6 
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disirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari 
yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.10 
Carl Friedrich pada buku Leo Agustino yang berjudul Dasar-Dasar 
Kebijakan Publik yang mengatakan bahwa:    
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan - hambatan 
(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna 
dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.11  
 
James Anderson pada buku Leo Agustino yang berjudul Dasar-
Dasar Kebijakan Publik memberikan pengertian atas definisi kebijakan 
publik, sebagai berikut: 
“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu 
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau seseorang 
yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal 
yang diperhatikan”.12 
2.2.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik  
Ciri adalah keterangan yang menunjukan sifat khusus dari sesuatu. 
Orang mengenal sesuatu berdasarkan keterangan tersebut. Demikian 
                                                        
10 Ibid, hal 265  
11 Ibid, hal 7 
12 Ibid, hal 7 
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juga dengan kebijakan. Tanpa mengetahu ciri-ciri kebijakan, sulit 
dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi. 
Anderson dalam Zainal Abidin mengemukakan beberapa ciri dari 
kebijakan publik, sebagai berikut: 
a) Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya, pembuatan suatu 
kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan 
ada kesempatan membuatnya. 
b) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang 
lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam 
masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan 
penegakan hukum. 
c) Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa 
yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah. 
d) Kebijakan dapat berbentuk negatif dan melarang dan juga dapat 
berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. 
e) Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki 
kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya.13 
2.2.3. Tujuan Kebijakan 
Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan 
melaksanakan kebijakasanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan 
dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:  
a) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator); 
                                                        
13 Abidin, Zainal Zaid. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah, hal 41 
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b) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal 
(negara sebagai stimulator); 
c) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator); 
d) Menunjuk dan membagi benda material dan non material 
(Negara sebagai distributor).14 
2.3. Konsep Pemerintah 
Menurut Utrecht yang dikutip oleh DR. H. Deddy Ismatullah dalam 
bukunya yang berjudul Ilmu Negara Dalam Multi versvektif, mengatakan 
bahwa setidaknya ada tiga pengertian pemerintah yaitu: 
1) Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan 
atau kelengkapan Negara yang berkuasa memerintah dalam 
arti luas, meliputi ekskutif, legislatif, dan yudikatif. 
2) Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan 
tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah. Misalnya, 
Presiden, Raja, Badan Uni Soviet, dan yang dipertuan Agung di 
Malaysia. 
3) Pemerintah dalam arti kepala Negara (Presiden) bersama-sama 
dengan mentri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif. 
Melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan model inilah 
yang kemudian membagi pemerintah dalam beberapa arti : 
a) Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemerintah adalah badan, lembaga, alat, 
                                                        
14 Bambang Sunggono, “Hukum dan Kebijaksanaan Publik”. Sinar Grafika, Jakarta 1994, hal 23 
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aparat yang melaksanakan atau menjalankan pemerintahan, 
sedangkan penegertian pemerintahan adalah segala kegiatan 
atau aktivitas yang diajalankan oleh pemerintah. Pemerintah 
dalam arti terluas adalah suatu lembaga Negara seperti diatur 
dalam Undang-Undang Dasar suatu Negara (konstitusi). 
b) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara 
yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintah. Pemerintah dalam arti 
sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasan 
eksekuti saja. 
c) Pemerintah dalam arti yang sempit yaitu lembaga Negara yang 
memegang fungsi birokrasi. 
d) Pemerintah dalam arti pelayanan. Disini pemerintahan dianggap 
sebagai warung dan pemerintah adalah pelayan yang melayani 
pelanggan. 
e) Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat yaitu pengguna 
kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada 
umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah. 
f) Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan 
pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah 
daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah 
masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. 
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g) Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah 
dalam arti ini dikenal dengan Negara yang menggunakan asas 
dekonsentrasi dan desentralisasi. 
h) Pemerintah dalam konsep negeri. Konsep ini berasal dari tradisi 
pemerintahan belanda. 
i) Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua 
lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empirik 
memproses jasa-jasa dan layanan publik. 
Secara etimologis istilah pemerintah dan pemerintahan berasal dari 
kata perintah. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
memberikan arti dari masing-masing istilah tersebut yaitu:  
a) Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh untuk 
melakukan sesuatu. 
b) Pemerintah adalah 1) Sistem menjalankan, wewenang dan 
kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik 
suatu Negara atau bagiannya; 2) Kelompok orang yang secara 
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas 
menggunakan kekuasaan. 
c) Pemerintahan adalah 1) proses, cara dan perbuatan 
memerintah; 2) Segala urusan  yang dilakukan oleh Negara 
dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan 
Negara.15 
                                                        
15 http://kbbi.web.id/perintah 
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2.3.1. Kebijakan Pemerintah 
Soekarno dalam bukunya Public Policy mengutip pernyataan 
Thomas R. Dye pada bukunya yang berjudul Understanding Public Policy 
edisi V yang mengatakan “Public Policy” adalah keadaan pemerintah 
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Berangkat dari 
definisi tersebut ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah Public Policy atau kebijakan 
pemerintah. Untuk itu, berdasarkan pemikiran tersebut penulis 
menggunakan kebijakan pemerintah untuk menerjemahkan Public Policy. 
James E Anderson disamping menemukan definisi Thomas R. Dye, 
didalam bukunya berjudul “Public Policy Making” mengemukakan pula 
definisi Public Policy dari Robert Eyestone (Soekarno, 2005:42) yang 
berbunyi: 
“Kebijakan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga 
pemerintah terhadap lingkungan”. Ini merupakan definisi yang 
sangat luas, yang tentu saja baru memeberikan kejelasan yang 
masih samar-samar dan orang masih perlu banyak mencari-cari 
pengertiannya”. 
Anderson menyampaikan pula definisi yang diberikan oleh Cral 
J.Friedrich (Soekarno, 2005:42) sebagai berikut: 
“Kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan 
seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
dengan halangan-halanagan dan kesempatan-kesempatan dalam 
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rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan kehendak serta 
tujuan tertentu”. 
2.3.2. Konsep Pemerintah Daerah  
2.3.2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah  
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia 
didasarkan  pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan :  
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, 
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai 
pemerintahan daerrah yang diatur dengan Undang-Undang”. 
 
Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 
Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.”16 
                                                        
16 Smber: http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-
undang-nomor-23-tahun-2014-4893 diakses pada tanggal 21 oktober 2016 
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Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian 
otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri 
kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi 
sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah 
internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila 
dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti 
pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur 
pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan 
pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas 
- luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan 
sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan 
sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah 
tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak 
berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. 
Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia  adalah  
negara  kesatuan  (Wasisto  Raharjo  Jati. 2012: 746). 
Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakaan pembagian 
urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Adapun ciri-ciri Pemerintah 
Daerah menurut J. Oppenheion adalah :  
1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil 
dari pada negaranya.  
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2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi. 
3) Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan 
tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya 
bergerak  bersama-sama berusaha atas dasar swadaya. 
4) Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan 
kepentingan- kepentingan tersebut. 
5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang 
diperlukan.17 
Syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah dibentuk  
berdasarkan pertimbangan :  
1) Kemampuan ekonomi  
2) Potensi daerah  
3) Sosial Budaya  
4) Sosial Politik 
5) Jumlah Penduduk  
6) Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan  
7) Terselenggaranya Otonomi Daerah. (Kansil, 2001: 4).  
2.4. Konsep Kemiskinan 
 Kemiskinan merupakan konsep yang berwayuh wajah, bermatra 
multidimensional. Ellis (1984:242-245), misalnya, menunjukkan bahwa 
dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-
psikologis.  
                                                        
17 Utama, Prabawa. 1991. Pemerintah Di Daerah. Jakarta: Indhillco, hal 11  
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Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai 
kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. 
Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, 
melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, 
maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan 
persedian sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku 
yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini 
sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. 
Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per 
orang per hari yang disertarakan dengan pendapatan tertentu atau 
pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari 
adalah contoh kemiskinan absolut.  
Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap 
kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan 
sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang 
dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. 
Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan 
jaringan dan sturtur sosial yang mendukung dalam mendapatkan 
kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan 
ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya 
faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang 
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dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. 
Faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan 
eksternal.  
a) Faktor internal datang dari dalam diri sesorang yang miskin itu 
sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan 
budaya. Teori “kemiskinan budaya” (cultural poverty) yang 
dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa 
kemiskinan dapat dimuncul sebagai akibat adanya nilai-nilai 
atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti 
malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja 
dan sebagainya. Sedangkan,  
b) faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang 
bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi 
yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan 
sumberdaya. Kemiskinan model ini terjadi bukan dikarenakan 
“ketidakmauan” seseorang yang miskin untuk bekerja (malas), 
melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial 
dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang 
memungkinkan mereka dapat bekerja. Konsepsi kemiskinan 
yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat jika 
digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefiniskan 
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kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan 
kemiskinan di Indonesia.18 
Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah 
yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khusunya masyarakat di 
Negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini 
dikatakan sebagai suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut 
adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan 
menyeluruh dalam waktu yang singkat. 
Menurut Prof. DR. Emil Salim dalam Arifin Noor yang dimaksud 
dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai 
kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.19 
Menurut Prof. Sayogya Dalam Soelaeman Munandar, garis 
kemiskinan dinyatakan dalam Rp./tahun, ekuivalen dengan nilai tukar 
beras (kg/orang/bulan, yaitu untuk desa 320/kg/orang/tahun dan untuk 
kota 480kg/orang/tahun). 
Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup dibawah garis 
kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, 
keterampilan, dan sebagainya. 
                                                        
18 Sumber http://digilib.unila.ac.id/1817/9/BAB%20II.pdf diunduh pada jumat, 21 
oktober 216, pukul 12.35 wita 
19 Noor, Arifin. 2007. Ilmu Sosial Dasar. Bandung : CV. Pustaka Setia, hal 288 
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b) Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi 
dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah 
garapan atau modal usaha. 
c) Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah 
dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan 
penghasilan. 
d) Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self 
employed), berusaha apa saja. 
e) Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai 
keterampilan. 
Berdasarkan uraian diatas bahwa keberhasilan program dapat 
dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengefektifkan 
sumber-sumber data dan sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan 
program dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat. 
2.4.1. Macam-macam Kemiskinan 
Sumodiningrat mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki 
beberapa macam yaitu adalah sebagai berikut: 
1) Kemiskinan absolut: apabila tingkat pendapatanya di bawah 
“garis kemiskinan” atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, 
sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang 
diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 
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2) Kemiskinan relatif: kondisi dimana pendapatanya berada pada 
posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah 
dibanding pendapatan masyrakat sekitarnya. 
3) Kemiskinan kultural: karena mengacu kepada persoalan sikap 
seseorang atau masyrakat yang disebabkan oleh faktor budaya, 
seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat 
kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha 
dari pihak luar untuk membantunya.  
4) Kemsikinan struktural: kondisi atau situasi miskin karena 
pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau 
seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.20 
2.4.2. Garis Kemiskinan 
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum 
pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar 
hidup yang mencukupi di suatau negara. Dalam praktiknya, pemahaman 
resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga 
defenisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara 
berkembang.21 
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat hidup dalam kemiskinan. 
Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat 
                                                        
20 Gunawan, Sumodiningrat, 1989. Membangun Perekonomian Rakyat.Yogyakarta : 
Pustakek Pelajar. Hal 65. 
21 Debraj Ray (1998): Development Economics, Princeton University Press. Chapters 16, 
17 and 18.  
 
 
25 
 
digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan 
pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan 
kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi 
kemiskinan.22 
2.4.3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan 
Menurut Badan Pusat Statistik, faktor yang berpengaruh terhadap 
kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  
a. Faktor internal yaitu:  
a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per 
orang. 
b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ 
bambu/ kayu. 
c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ 
kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester. 
d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama 
dengan rumah tangga lain. 
e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan 
listrik 
f) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak 
terlindungi/ sungai/ air hujan. 
                                                        
22 Sumber http://digilib.unila.ac.id/1817/9/BAB%20II.pdf diunduh pada jumat, 21 
oktober 216, pukul 12.35 wita 
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g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ 
arang/ minyak tanah. 
h) Hanya mengkonsumsi daging/ sasu/ ayam satu kali dalam 
seminggu. 
i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
j)  Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam 
sehari. 
k)  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ 
poliklinik. 
l)  Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani 
dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh 
perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan 
dibawah Rp.600.000,- (enam ratus ribu puviah) per bulan. 
m)  Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ 
tidak tamat sekolah dasar. 
n)  Tidak memeiliki tabungan/ barang yang mudah dijual 
dengan nilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), seperti; 
sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor 
atau barang modal lainnya.23 
b. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita, anak usia sekolah, 
kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM). 
 
                                                        
23 sumber : di Unduh pada : suyatno.blog.undip.ac.id/files/2009/11/13-indikator-kemiskinan.pdf pada Senin, 17 
Oktober 2016, pukul 11.05 Wita 
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Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah 
keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-
kurangnya empat penyebab (Widodo, 2006), yaitu : 
a) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah 
mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan 
menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. 
b) Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi 
yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya 
pikir, dan prakarsa. 
c) Terbatasnya   lapangan   kerja.   Keadaan   kemiskinan   
karena   kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya 
lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau 
kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk 
memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut. 
d) Kondisi  terisolasi.  Banyak  penduduk  miskin  secara  
ekonomi  tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka 
hidup terpencil sehingga sulit  atau  tidak  dapat  terjangkau  
oleh  pelayanan  kesehatan  dan  gerak kemajuan yang 
dinikmati masyarakat lainnya. 
Kemiskinan dimasyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh 
diantaranya karena keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu : 
a) Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar 
masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai 
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untuk mata pencahariannya. 
b) Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang 
relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat 
pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan 
dan penguasaan teknologi). 
c) Physical   assets:   minimnya   akses   ke   infrastruktur   dan   
fasilitas   umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di 
pedesaan. 
d) Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk 
memperoleh modal usaha 
e) Social  assets: berupa jaringan, kontak  dan  pengaruh  politik,  
dalam  hal inikekuatan bargainin  position dalam pengambilan 
keputusan- keputusan politik.24 
2.4.4. Penanggulangan Kemiskinan 
Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung 
pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk 
lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil 
susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah 
pusat atau swasta di daerah (Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan 
peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak 
                                                        
24 Criswardani S., 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. 
http://www.jmpk-online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf. diunduh diunduh 
pada rabu, 26 oktober 2016, pukul 19.56 wita 
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spasial maupun  temporal  yang  lebih  dekat  dengan  penduduk  miskin  
itu sendiri. Selain itu peluang tanggungjawab atas kegiatan tersebut 
berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah 
desa. 
Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan 
dan diimplementasian bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat 
miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga  menjadi aspek 
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi 
yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi 
malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. 
Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah 
memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : 
1) Masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa 
memperhatikan aspek pemerataan, 
2) Kebijakan yang bersifat sentralistik, 
3) Lebih bersifat karikatif daripada transformatif, 
4) Memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, 
5) Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif 
dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan, serta 
6) Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap 
permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan 
kemajemukan yang ada.  
Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan 
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persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar 
persoalan yang  sesungguhnya, baik langsung maupun tak  langsung 
(Bappenas,2008). 
Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat 
digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu   
1) Kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada  
sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang 
mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, 
2) Kebijaksaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan 
kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan 
3) Kebijaksanaan khusus yang menjangkau  masyarakat  miskin dan 
daerah terpencil melalui upaya khusus.25 
 
2.5. Kerangka Pikir Penelitian 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses 
terhadap pendidikan dan pekerjaan. 
Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
                                                        
25 Sumodiningrat, G .1996. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 
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Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika 
kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan 
umum dapat  dilakukan  melalui  upaya penanggulangan kemiskinan. 
Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan peraturan yakni, 
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan, didalam peraturan tersebut disebutkan 
bahwa, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program 
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistemtis, 
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 
mengurangi jumah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat 
kesejahteraan rakyat.  
Upaya pemerintah Kabupaten Maros dalam menanggulangi 
permasalahan kemiskinan dapat dilihat melalui program-program 
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dan bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program-program 
tersebut yakni program bantuan sosial melalui program keluarga harapan 
(PKH), program pemberdayaan masyarakt miskin melalui kelompok usaha 
bersama fakir miskin (KUBE-FM), dan program pemberdayaan usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan dan pengembangan 
usaha, permodalan dan kemitraan serta kelembagaan usaha (perizinan). 
Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik 
yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung 
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yakni adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, 
adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat, adanya kerjasama 
yang terjalin baik antara semua pihak-pihak yang terkait, adanya motivasi 
yang timbul dari dalam diri setiap anggota untuk mengikuti kegiatan, 
adanya struktur organisasi yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi. 
Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat 
miskin terhadap sanski jika melanggar kewajiban, terbatasnya anggaran, 
kurangnya kualitas sumber daya manusia, adanya hubugan yang kurang 
baik antar  anggota, kurangnya kemampuan (skill) yang dimilik oleh pelaku 
UMKM serta sarana dan prasarana yang belum memadahi. 
Gambaran singkat upaya yang dilakukan pemerintah daerah 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros beserta faktor 
yang mempengaruhinya melalui skema berikut ini : 
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Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2010 
Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Upaya Pemerintah Daerah dalam 
Penanggulangan Kemiskinan  
 
Program Penanggulangan Kemiskinan  
 
Bantuan 
Sosial Melalui 
Program 
Keluarga 
Harapan 
(PKH) 
 
 
Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui 
Program Kelompok Usaha 
Bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) 
Pemberdayaan  
UMKM Melalui 
1) Pelatihan dan 
Pengembang
an Usaha 
2) Permodalan 
dan 
Kemitraan 
3) Perizinan 
  
FAKTOR PENDUKUNG : 
1) Adanya komitemen 
antara pemerintah 
pusat dan daerah 
2) Adanya koordinasi 
yang baik antar aktor 
yang terlibat 
3) Adanya kerjasama 
antar pihak yang terkait 
4) Adanya motivasi untuk 
mengikuti setiap 
kegiatan 
5) Adanya struktur 
organisasi yang 
terintegrasi 
6) Pemanfaatan teknologi 
Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
 
FAKTOR PENGHAMBAT: 
1) Kurangnya pemahan 
masyarakat miskin 
tehadap sanksi yang 
melanggar kewajiban 
2) Masih kurangnya 
anggaran 
3) Kurangnya kualitas 
SDM 
4) Adanya hubungan 
yang kurang baik 
5) Kurangnya 
kemampuan yang 
dimiliki 
6) Saran dan prasarana 
yang belum memadahi 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros,  dan titik 
pengambilan data penelitian mengenai upaya penanggulangan 
kemiskinan pada: 1). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2) 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 3) Sekretariat PKH, 4) 
Rumah Masyarakat Miskin, 5) Tempat usaha UMKM di Kabupaten Maros. 
 
3.2. Tipe Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan 
atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang 
diteliti.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 
kuantifikasi lainnya. 
Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan mendeskripsikan 
suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk 
laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami 
atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang 
diangkat untuk diteliti secara mendalam. 
Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperincil tentang 
satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada 
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pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau 
dipermasalahkan. 
Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil 
penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau 
informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan 
melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat 
dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, 
dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif 
berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang 
diteliti. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
a) Observasi 
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian 
yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. 
b) Wawancara mendalam (Indeep interview) 
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan 
yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara 
antara peneliti dan informan face to face kemudian mengajukan 
beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian 
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kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan 
jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal 
dengan teknik wawancara indeep interview yaitu proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara. 
c) Dokumen dan Arsip 1 
Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana 
peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa 
buku dan jurnal. Metode dokumenter  ini merupakan metode 
pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 
Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian 
merupakan salah satu sumber data yang paling penting  dalam  
penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, 
gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan 
penelitian sebelumnya maupun tulisan  tulisan ilmiah. 
 
3.4. Informan Penelitian  
Informan merupakan salah satu anggota kelompok pastisipan 
yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan 
budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan 
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penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak 
mengetahui atau terlibat langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau  tujuan  tertentu,  yang  mana  menganggap  bahwa  informan  yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian 
yang akan dilakukan. 
Adapun informan dalam penelitian ini adalah : 
1) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Maros, 
2) Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Maros, 
3) Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miski dan Pelayanan Anak,  
4) Kepala Bidang UMKM Kabupaten Maros, 
5) Operator Program Keluarga Harapan Kabupaten Maros, 
6) Pendamping Program Keluarag Harapan, 
7) Masyarakat Miskin Penerima Bantuan, 
8) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Miskin, 
9) Pelaku Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil, 
3.5. Jenis Data Penelitian : 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara 
langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek 
penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti 
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mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk 
mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan secara 
langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih 
muda.  
2) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal 
dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan 
dengan kemiskinan. Data sekunder merupakan data yang sudah 
diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data 
sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian 
sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta 
penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas 
internet. 
 
3.6. Definisi Konsep 
 Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan 
fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator 
sebagai berikut : 
a) Kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang 
bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang 
dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu. Dalam 
menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada di 
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kabupaten maros, pemerintah daerah membuat kebijakan yang 
tertuang dalam peraturan bupati no. 28 tahun 2010 tentang tim 
koordinasi penanggulangan kemiskinan. 
b) Pemerintah  Daerah  yang dimaksud  yakni :  
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 
mempunyai peranan besar dalam menanggulangi 
permasalahan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat 
miskin. 
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang 
mempunyai peranan dalam pemberdayaan usaha mikro 
dan kecil sebagai manifestasi dari perekonomian rakyat 
yang dapat menunjang pembangunan ekonomi. 
c) Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan 
pemerintah kabupaten maros yang dilakukan secara sistematis, 
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat 
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 
meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui program :  
- Bantuan sosial adalah program penanggulangan kemiskinan 
yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, 
pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup 
masyarakat miskin, Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan 
untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin 
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untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas 
pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, melalui 
Program Keluarga Harapan (PKH). 
- Pemberdayaan masyarakat adalah program 
penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas 
kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam 
pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 
pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok 
Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM). 
- Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah 
program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk 
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi 
pelaku/koperasi berskala mikro dan kecil. Adapun bentuk 
pemberdayaan yakni pelatihan dan pengembangan usaha 
bagi pelaku UMKM, permodalan dan kemitraan, serta 
perizinan yang mempermudah para pelaku UMKM dalam 
menjalankan usahanya. 
d) Keberhasilan dari kebjakan pemerintah daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros dapat  dilihat  
dari faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung 
upaya.  
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3.7. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik 
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan 
kemiskinan di kabupaten maros. Data dari hasil wawancara yang 
diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah 
catatan lapangan.  
 Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses 
penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku 
untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data 
selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti 
pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan. 
1) Pengumpulan Data 
Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang 
berhubungan dengan penelitian melalui wawancara, kajian 
pustaka dan sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti 
menggunakan perekam suara seperti handphone. Pada saat 
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pengumpulan data, peneliti berhati-hati dalam mencatat data 
jangan sampai dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data-data 
yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan, sehingga 
kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan 
kemiskinan di kabupaten maros dapat digambarkan secara 
jelas pada hasil penelitian yang berupa kesimpulan. 
2) Sajian Data 
Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bab 
pembahasan dan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. 
Dalam penyajian ini, data kemudian digabungkan menjadi 
sebuah informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang 
terpadu sehingga apa yang terjadi mudah diamati yang akan 
membantu peneliti dalam menentukan penarikan kesimpulan 
secara benar. Penyajian data ini berupa analisis peneliti tentang 
objek yang diteliti. Pada tahap penyajian data penulis 
mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan, 
sehingga diketahui beberapa informasi dari informan 
berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan). 
Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami 
berbagai hal, serta semua data yang ada kemudian dirancang 
untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis 
mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan 
kemiskinan di kabupaten maros. 
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3) Kesimpulan Akhir 
Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari proses penelitian 
ini. Kesimpulan ini berbentuk deskriptif kualitatif, yang 
merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di 
lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum serta hasil 
penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di 
Kabupaten Maros serta Dinas/Instansi yang terkait beserta 
pembahasannya. Bab ini juga menguraikan tentang upaya pemerintah 
daerah dan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros 
4.1.1.1. Sejarah Kabupaten Maros 
Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu 
wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang 
kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama 
Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau 
Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat 
Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang 
kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu 
putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul 
“Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah 
Kabupaten Maros. sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 
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Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan 
yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni 
Kerajaan Bone dan Kerjaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros 
memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu 
hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku 
Makassar. 
Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi 
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik 
Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 
tentang pembentukan Afdelling Makassar yang didalamnya tercakup 
Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah  distrik. 
Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang 
sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui 
peranannya dalam berbagai aspek, yakni : 
1) Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar 
Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di 
Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan 
dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar 
udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan 
pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan 
pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin 
merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI 
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yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah 
gerbang utama pembangunan regional dan nasional. 
2) Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya 
pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan 
Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. 
Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk 
menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus 
mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya 
peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang 
dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. 
3) Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya 
kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini 
sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai 
daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di 
Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi 
kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi 
Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang 
diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten 
Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai 
luas tambak 9.461,53 Ha. 
4) Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang 
dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu 
dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI- 
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AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni 
Sambueja, Kecamatan Bantimurung dan Kariango, Kecamatan 
Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga dijadikan 
sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di 
Bandar Udara Sultan Hasanuddin. 
5) Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari 
besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah 
Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di 
Patte’ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang 
tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada  yang 
berasal dari Malaysia. 
6) Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan 
Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah 
yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten 
Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan 
tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam 
pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, 
Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, 
Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan  Bontoa. Dari luas 
wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata  sebesar 2.462 
Km2, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan 
pengembangan tersebut adalah 1.039 Km2 atau 42,20%. Hal 
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ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah 
Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan 
pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, 
penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya. 
4.1.1.2 Letak Dan Luas Wilayah 
Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian Barat 
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 40°45’ hingga 50°07’ Lintang 
Selatan, dan 109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur. Luas Kabupaten 
Maros adalah 1.619,12 km2 atau 2.3%  dari luas Wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas, yaitu : 
 Sebelah Utara  adalah Kabupaten Pangkep  
 Sebelah Selatan adalah Kota Makassar 
 Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone  
 Sebelah Barat  adalah Selat Makassar 
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Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Maros 
 
Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km2 atau 
sekitar 3,54% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 
(45.764,53km2). Panjang pantai Kabupaten Maros adalah 31 Km 
dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai Karakteristik pantai di 
Kabupaten Maros adalah pantai berpasir putih yang membentang. 
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, 
maka daerah pemerintahan Kabupaten Maros terdiri 14 Kecamatan 
yang terdiri dari 80 Desa dan 23 Kelurahan. Dari 14 Kecamatan 
tersebut terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun. Kecamatan yang 
terluas adalah Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 235,92 km2 
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atau 14,57% dari luas wilayah Kabupaten. Sedangkan Kecamatan 
terkecil adalah Kecamatan Turikale (Ibukota Kabupaten) dengan luas 
29,93 km2  (1,85% dari luas wilayah kabupaten). 
Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih 
terdapat 22 Desa/Kelurahan swadaya dan 22 Desa/Kelurahan 
Swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 Desa telah termasuk 
kategori Desa Swasembada. 
 
Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros 
 
Kecamatan 
 
Desa/ Kelurahan 
 
Status 
D/K 
 
Luas 
(km2) 
Persentase terhadap luas 
 
Kecamatan Kabupaten/ Kota 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 49.11 100.00 3,03 
 
MANDAI 
Pattontongan D 11.47 23.36 0.71 
Baji Mangai D 9.98 20.32 0.62 
Tenrigangkae D 6.43 13.09 0.40 
Bonto Matene D 12.69 25.84 0.78 
Bontoa K 4.38 8.92 0.27 
Hasanuddin K 4.16 8.47 0.26 
 46.87 100.00 2.89 
 
MONCONG 
LOE 
Monc. Lappara D 9.73 20.76 0.60 
Moncongloe Bulu D 12.76 27.22 0.79 
Moncongloe D 6.58 14.04 0.41 
Bonto Bunga D 10.02 21.38 0.62 
Bonto Marannu D 7.78 16.60 0.48 
 53.76 100.00 3.32 
 
MAROS 
BARU 
Pallantikang K 6.26 11.64 0.39 
Baju Bodoa K 3.76 6.99 0.23 
Baji Pamai K 4.46 8.30 0.28 
Borikamase D 5.24 9.75 0.32 
Bori Masunggu D 23.57 43.84 1.46 
Majannang D 3.84 7.14 0.24 
Mattirotasi D 6.63 12.33 0.41 
   73.83 100.00 4.56 
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MARUSU 
Pa'bentengan D 21.41 29.00 1.32 
Temmapaduae D 7.54 10.21 0.47 
Marumpa D 3.71 5.03 0.23 
Tellumpoccoe D 6.79 9.20 0.42 
Bontomatene D 4.67 6.33 0.29 
A'bulosibatang D 4.28 5.80 0.26 
Nisombalia D 25.43 34.44 1.57 
   29.93 100.00 1.85 
 
TURIKALE 
Taroada K 7.06 23.59 0.44 
Adatongeng K 3.09 10.32 0.19 
Pettuadae K 4.68 15.64 0.29 
Boribellaya K 8.60 28.73 0.53 
Raya K 2.06 6.88 0.13 
Turikale K 2.71 9.05 0.17 
Alliritengae K 1.73 5.78 0.11 
   53.73 100.00 3.32 
 
LAU 
Allepolea K 5.19 9.66 0.32 
Soreang K 5.17 9.62 0.32 
Marannu D 21.8 40.57 1.35 
Bonto Marannu D 7.80 14.52 0.48 
Maccini Baji K 9.48 17.64 0.59 
Mattiro Deceng K 4.29 7.98 0.26 
 93.52 100.00 5.78 
 
BONTOA 
Bonto Bahari D 15.71 16.80 0.97 
Pajukukang D 15.11 16.16 0.93 
Tunikamaseang D 4.24 6.67 0.39 
Bontoa. K 2.91 3.11 0.18 
Salenrang D 9.60 10.27 0.59 
Bonto 
Lempangan 
D 14.59 13.46 0.78 
Minasa Upa D 8.60 9.20 0.53 
Tupabiring D 7.69 8.22 0.47 
Ampekale D 15.07 16.11 0.93 
 173.70 100.00 10.73 
 
BANTIMUR 
UNG 
Kalabbirang K 45.47 26.18 2.81 
Minasa Baji D 5.23 3.01 0.32 
Allatengae D 7.25 4.17 0.45 
Mattoangin D 8.72 5.02 0.54 
Mangeloreng D 10.70 6.16 0.66 
Leang-Leang K 52.51 30.23 3.24 
Tukamasea D 20.14 11.59 1.24 
Baruga D 23.68 13.63 1.46 
 105.30 100.00 6.5 
 
SIMBANG 
Bontotallasa D 7.56 7.18 0.47 
Tanete D 12.02 11.41 0.74 
Simbang D 12.87 11.74 0.76 
Jenetaesa D 9.56 9.57 0.62 
Sambueja D 19.67 18.68 1.21 
Samangki D 43.62 41.42 2.69 
   89.45 100.00 5.52 
 
TANRALILI 
Purna Karya D 5.34 5.97 0.33 
Lekopancing D 13.17 14.72 0.81 
Kurusumange D 15.52 17.35 0.96 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.  2014 
 
 
 
 
 
 Sudirman D 4.35 4.86 0.27 
D a m a i D 8.30 9.28 0.51 
Allaere D 6.16 6.89 0.38 
Borong K 4.49 5.02 0.28 
Toddo  Pulia D 32.12 35.91 1.98 
   287.66 100.00 17.77 
 
TOMPOBU 
LU 
Benteng Gajah D 24.03 8.35 1.48 
P u c a k D 17.76 6.17 1.10 
Tompo  Bulu D 91.98 31.98 5.68 
Toddolimae D 45.54 15.83 2.81 
Bontomanai D 12.00 4.17 0.74 
Bonto Matinggi D 23.67 8.23 1.46 
Bonto Manurung D 40.55 14.10 2.50 
Bonto Somba D 32.13 11.17 1.98 
   145.36 100.00 8.98 
CAMBA Cenrana D 41.97 28.87 2.59 
Timpuseng D 10.75 7.40 0.66 
Pattiro Deceng D 13.47 9.27 0.83 
Cempaniga K 6.34 4.36 0.39 
Sawaru D 13.13 9.03 0.81 
Benteng D 15.09 10.38 0.93 
Mario Pulana K 16.70 11.49 1.03 
Pattanyamang D 27.91 19.20 1.72 
 180.97 100.00 11.18 
 
CENRANA 
Labuaja D 21.45 11.85 1.32 
Lebbotengae D 15.67 8.66 0.97 
Laiya D 63.83 35.27 3.94 
Cenrana Baru D 31.13 17.20 1.92 
Limampoccoe D 23.37 12.91 1.44 
Rompegading D 17.97 9.93 1.11 
Baji Pamai D 7.55 4.17 0.47 
 235.92 100.00 14.57 
MALLAWA Padaelo D 20.86 8.84 1.29 
Barugae D 18.11 7.68 1.12 
Bentenge D 23.84 10.11 1.47 
Tellupanuae D 13.52 5.73 0.84 
Sabila K 15.26 6.47 0.94 
Mattampapole D 11.61 4.92 0.72 
Batuputih D 24.61 10.43 1.52 
Ulu Daya D 11.30 4.79 0.70 
Samaenre D 42.25 17.91 2.61 
Gattareng 
Matinggi 
D 33.34 14.13 2.06 
Wanua Waru D 21.22 8.99 1.31 
Total  Luas Kabupaten 1,619.12  100.00 
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4.1.1.3 Geologi 
Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam 
empat kelompok besar, yaitu : 
1) Batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh 
kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan luas  
keseluruhan 55.359 Ha; 
2) Batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir 
terdapat di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan 
Bontoa dengan luas 66.195 Ha; 
3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, 
Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas  32.008 
Ha, dan 
4) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan 
kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312  
Ha. 
4.1.1.4 Kependudukan 
 Penduduk  Kabupaten  Maros  berdasarkan  Sensus  Penduduk  
Tahun 2015 berjumlah 339.300 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, 
dengan jumlah penduduk terbesar yakni 43.778 jiwa yang mendiami 
Kecamatan Turikale. Secara umum, keterbandingan antara penduduk 
laki-laki dengan perempuan (sex ratio), perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 45% laki-laki dan 
55% perempuan. 
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Kemudian di Kecamatan Tanralili merupakan wllayah yang rasio 
jenis kelaminnya paling besar yakni 103, hal ini menunjukkan jumlah 
penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar daripada penduduk 
perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di 
Kecamatan Turikale dengan jumlah 43.335 jiwa. Sedangkan yang 
terendah di Kecamatan Mallawa dengan jumlah 11.346 jiwa. Jumlah 
penduduk di kabupaten maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 
Kecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2015 
Kecamatan                                                 
Subdistrict 
Jenis Kelamin (ribu)                                                     
Sex (thousand) Rasio Jenis 
Kelamin   
Sex Ratio Laki-Laki                       
Male 
Perempuan                          
Female 
Jumlah                          
Total 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Mandai 18,684 19,540 38,224 96 
2 Moncongloe 9,015 9,461 18,476 95 
3 Maros Baru 12,536 13,063 25,599 96 
4 Marusu 13,220 13,532 26,752 98 
5 Turikale 21,165 22,613 43,778 94 
6 Lau 12,632 13,195 25,827 96 
7 Bontoa 13,659 14,225 27,884 96 
8 Bantimurung 14,263 15,285 29,548 93 
9 Simbang 11,291 12,128 23,419 93 
10 Tanralili 13,090 12,738 25,828 103 
11 Tompobulu 7,395 7,632 15,027 97 
12 Camba 6,428 6,736 13,164 95 
13 Cenrana  7,036 7,392 14,428 95 
14 Mallawa 5,467 5,879 11,346 93 
Maros 165,881 173,419 339,300 96 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2015 
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4.1.1.5. Sarana pendidikan 
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya manusia suatu Negara 
akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial. Di 
Kabupaten Maros dalam upaya meningkatkan pendidikan pemerintah 
Kabupaten   Maros   menerpkan   berbagai metode salah satunya dengam 
memanfaatkan teknologi online. 
Perpustakaan online merupakan metode praktis yang dilakukan, 
dimana sasaranya adalah siswa-siswi sebanyak 23 ribu yang bisa 
diakses oleh anak sekolah dengan sekali klik. Sebanyak 23 ribu jenis 
buku akan disiapkan dalam bentuk file sehingga anak sekolah dapat 
mengakses buku tersebut. Pelayanan internet tersebar di 14 kecamatan 
di Kabupaten Maros26 
Di Kabupaten Maros terdapat beberapa sekolah dengan berbagai 
jenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA Untuk tingkat SMA/SMK terdapat 
36 sekolah, SMP 93 Sekolah, dan SD sebanyak 255 sekolah.27 
 
4.1.1.6. Sarana Kesehatan 
Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan jalan 
menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah 
                                                        
26 Sumber: Maroskab.go.id 
27 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2014 
 
 
56 
 
terpencil. Dapat dilihat pada tabel statistik kesehatan di kabupaten maros 
dibawah ini: 
Tabel 4. Statistik Kesehatan di Kabupaten Maros 
Tahun 2011-2014 
Uraian 2011 2012 2013 2014 
Tempat Berobat 445 445 431 416 
Rumah Sakit 3 3 2 2 
Rumah Bersalin 2 2 0 0 
Puskesmas 14 14 14 14 
Pustu 31 31 27 27 
Pusyandu 395 395 388 372 
Tenaga Kesehatan 381 347 354 375 
Dokter Umum 44 43 39 36 
Dokter Gigi 30 29 31 30 
Bidan 131 118 137 146 
Perawat 156 132 131 139 
Apoteker 20 25 16 24 
     Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2014 
Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah tempat 
berobat mengalami pengurangan dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 
dan 2012 jumlah tempat berobat yakni 445 unit yang terdiri dari rumah 
sakit, rumah bersalin, puskesmas, pustu dan posyandu, kemudian 
ditahun 2013 mengalami pengurangan menjadi 431 unit dan ditahun 
2014 juga mengalami pengurangan, sehingga jumlah tempat berobat 
menjadi 416 unit. Lain halnya dengan tenaga kerja yang mengalami 
peningkatan dari 347 orang ditahun 2012 dan meningkat menjadi 354 
orang di tahun 2013, selanjutnya, tahun 2014 juga mengalami 
peningkatan menjadi 375 orang.   
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4.2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan 
pelaksana otonom daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
 
4.2.1. Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
1. Visi  
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan 
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar 
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak 
lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 
depan berisikan cita dan  citra  yang   ingin  diwujudkan  oleh  instansi  
pemerintah.  Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi dinas sosial 
tenaga kerja dan transmigrasi : 
Gambar 3. Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
 
 
 
 
 
 
 
“Mewujudkan Pelayanan Sosial yang Berkeadilan dan 
Tenaga Kerja yang Kompetitif” 
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2. Misi 
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi 
(Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil 
dengan baik. Adapun   misi   dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 
kabupaten maros yang ditetapkan adalah yaitu sebagi berikut: 
1) Peningkatan pelayanan sosial yang berkualitas dan ber 
keadilan. 
2) Peningatan Kualitas SDM aparatur dan tenaga pembimbing 
sosial masyarakat. 
3) Peningkatan Kualitas SDM angkatan kerja 
4) Peningkatan pembinaan dan Rehabilitasi sosial serta 
Transmigrasi local. 
5) Peningkatan Sarana dan Prasarana ketenaga kerjaan dan 
Transmigrasi 
6) Peningkatan pembinaan masyarakat Rentan masalah Sosial. 
4.2.2. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Funsi Dinas Sosial,
 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Maros 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai struktur 
organisasi yang  tercantum  dalam  susunan  perangkat  dan  tata  kerja  
sebagai berikut : 
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1) Kepala Dinas 
2) Sekretaris 
a) Sub Bagian Program 
b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 
c) Sub Bagian Keuangan 
3) Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan 
4) Bidang Bantuan Sosial 
a) Seksi Korban Bencana Alam 
b) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial 
c) Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
5) Bidang Pembinaan Sosial 
a) Seksi Pemberdayaan Sosial 
b) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pelayanan Anak 
c) Seksi Rehabilitasi Sosial 
d) Seksi Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan, dan 
Komunitas Adat Terpencil 
6) Bidang Tenaga Kerja 
a) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja 
b) Seks Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
c) Seksi Perlindungan Pengawasan Tenaga Kerja 
7) Bidang Transmigrasi 
a) Seksi Penyuluhan Transmigrasi 
b) Seksi Sarana dan Prasarana 
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c) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja 
8) UPTD 
DInas sosia, tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas 
pokok dan fungsi : 
1. Kepala Dinas 
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh 
kepala dinas yang mempunyai tugas, merumuskan program 
kerja, mengkoordinasikan, membina bawahan, mengarahkan, 
menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis, menetapkan 
dan menandatangani produk hukum, mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas, merumuskan dan merencanakan 
pelaksanaan administrasi umum, mengkoordinasikan 
pelaksanaan program, menyusun laporan hasil pelaksanaan 
tugas, menyelenggarakan tugas kedinasan, mengevaluasi, 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas 
kedinasan. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : 
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial  meliputi 
bidang bantuan  sosial,  pembinaan sosial, tenaga kerja 
dan transmigrasi; 
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b) Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum 
dibidang sosial meliputi bidang bantuan  sosial,  
pembinaan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 
c) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial 
meliputi bidang bantuan  sosial,  pembinaan sosial, 
tenaga kerja dan transmigrasi; 
d) Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang 
tugasnya. 
2. Sekretariat 
1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas 
pokok yaitu, merencanakan operasional  kegiatan, membagi 
tugas, memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan, menyelia bawahan, mengadakan koordinasi 
kepada seluruh bidang, melaksanakan koordinasi, 
mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bidang, 
mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan 
evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP), mengkoordinasikan dan melaksanakan 
pengolahan dan penyajian data dan informasi, 
melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan 
admnistrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan dan 
mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan, 
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melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan 
administrasi program, melaksanakan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan 
tatalaksana dalam lingkungan dinas, mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan, menyusun 
laporan hasil pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas 
kedinasan lain. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas sekertaris mempunyai 
fungsi : 
a) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan; 
b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan 
umum; 
c) Pengelolaan administrasi keuangan; 
d) Pengkoordinasian dan penyusunan program serta 
pengolahan dan penyajian data; 
e) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan  
sesuai dengan tugas dan fungsinya 
 Sekretaris terdiri dari : 
1) Sub Bagian Program  
a) Sub bagian program dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian yang mempunyai tugas yaitu 
merencanakan kegiatan sub. Bagian Program, 
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membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan, membimbing 
bawahan, memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan, menyelia bawahan, menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP), menyusun rencana 
strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 
kegiatan, mengumpulkan bahan dan menyusun 
dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran, 
mengkoordinasikan menyiapkan bahan dan 
melakukan penyusunan perencanaan program dan 
anggaran, menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, 
menghimpun dan menyajikan data dan informasi 
program dan kegiatan dinas, mengelola dan 
melakukan pengembangan sistem penyajian data 
berbasis teknologi informasi, mengumpulkan bahan 
dan menyusun laporan kegiatan tahunan, 
mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, menyusun 
laporan  hasil pelaksanaan sub. bagian program, 
melakukan  tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan  
b) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian 
Program mempunyai fungsi  : 
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 mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan 
program 
 penyajian data dan penyusunan laporan kinerja 
2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  
a) Sub bagian kepegawaian dan umum dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas 
yaitu merencanakan kegiatan sub bagian 
kepegawaian  dan umum, membagi tugas kepada 
bawahan, membimbing bawahan, memerika hasil 
pelaksanaan tugas bawahan, menilai bawahan, 
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 
menghimpun daftar hadir pegawai, menyiapkan 
bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai, menyusun rencana 
formasi, menyiapkan bahan dan mengelola 
administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan usulan 
pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa 
pegawai negeri sipil, menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, 
disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, 
mengembangkan penerapan sistem informasi 
kepegawaian berbasis teknologi informasi, melakukan 
administrasi, pengarsipan naskah dinas 
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pengklasifikasian dan pendistribusian  surat masuk 
dan surat keluar, menyiapkan bahan dan menyusun 
administrasi pengadaan pendistribusian 
pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang, mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumasan  dan mengelola sarana 
dan prasarana serta melaksanakan urusan rumah 
tangga dinas, menyiapkan bahan dan menyusun 
daftar inventarisasi barang, mengevaluasi hasil 
kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas sub bagian kepegawain dan dan 
umum, melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan. 
b) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi  : 
 Mengelola administrasi kepegawaian melakukan 
urusan ketatausahaan 
 Administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, serta urusan rumah tangga. 
3) Sub Bagian Keuangan  
a) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas yaitu 
merencanakan kegiatan sub bagian keuangan, 
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membagi tugas kepada bawahan, membimbing 
bawahan, memerika hasil pelaksanaan tugas 
bawahan, menyelia bawahan, menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP), menyusun Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran lingkup dinas, melaksanakan 
pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 
penyajian data keuangan, melakukan pengendalian 
keuangan lingkup dinas, melaksanakan 
pengendalian pengeluaran kas (cash flow), 
menyusun dokumen terhadap penerbitan surat 
perintah membayar (SPM) lingkup dinas, 
melaksanakan pengujian dan analisa Surat Perintah 
Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti 
Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang 
Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup 
dinas, membuat laporan bulanan realisasi anggaran 
belanja, melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan 
melaksanakan penggajian, meneliti kelengkapan 
surat  permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan 
oleh bendahara, meneliti kebenaran pertanggung 
jawaban bendahara pengeluaran  sesuai Peraturan 
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dan Prosedur agar terhindar dari kesalahan, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub 
bagian keuangan, melaksanakan tugas kedinasan 
lain yang diperintahkan oleh atasan  
b) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub 
Bagian Keuangan mempunyai fungsi  : 
 melaksanakan penatausahaan keuangan dinas 
dan ditetapkan pula sebagai pejabat  
penatausahaan keuangan (PPK) dinas karena 
jabatannya. 
3. Bidang Bantuan Sosial 
1) Bidang bantuan sosial dipimpin oleh kepala bidang yang 
mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan operasional 
kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan, 
menyelia bawahan, mengkoordinir penyusunan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), Melaksanakan pembinaan 
pengkaderan dan mengembangkan keterampilan 
penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial, 
jaminan kesejahteraan sosial serta pengembangan 
kelembagaan kesejahteraan sosial, mengevaluasi kegiatan 
bidang bantuan  sosial, menyiapkan bahan penyusunan 
pelaksanaan teknis, koordinasi dan pengendalian layanan 
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kegiatan, melaksanakan pembinaan, pelayanan dan 
jaminan, melaksanakan pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil pelaksanaan 
tugas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian 
mempunyai fungsi  : 
 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan korban bencana alam dan bencana sosial; 
 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan jaminan kesejahteraan sosial; 
 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan pengembangan kelembagaan kesejahteraan 
sosial; 
 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan, 
berdasarkan aturan yang berlaku. 
Bidang bantuan sosial membawahi beberapa seksi yaitu : 
1) Seksi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang 
mempunyai tugas yaitu merencanakan kegiatan, membagi 
tugas kepada bawahan, membimbing bawahan, memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas bawahan, menyelia bawahan, 
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 
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memberikan bantuan kepada korban bencana, 
mengumpulkan data, membuat peta rawan bencana alam 
dan bencana sosial, melaksanakan kegiatan mitigasi dan 
deteksi dini, menyusun perencanaan dan penggalian potensi 
sumber daya masyarakat, melakukan pembinaan kepada 
anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA), melaksanakan 
pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat, 
rehabilitasi serta rekonstruksi, melaksanakan pencarian, 
penyelamatan, evakuasi, perlindungan, melaksanakan 
penataan lingkungan sosial, melaksanakan pendampingan 
sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, 
merencanakan dan menetapkan daerah alternatif 
pengungsi, melaporkan kejadian bencana dan 
penanggulangannya, membuat laporan evaluasi satuan 
tugas (Satgas), mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian 
korban bencana alam dan bencana sosial, melaksanakan 
tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. 
2) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas 
yaitu merencanakan kegiatan, Membagi tugas kepada 
bawahan, membimbing bawahan, memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan, menyelia bawahan, menyusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP), membuat bahan dan 
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data serta mengolah data, memberikan pembinaan, 
melakukan pembinaan, melaksanakan pengawasan, 
menghimpun dana sosial dari lembaga/donatur, melakukan 
pemantauan dan evaluasi pengelolaan usaha jaminan 
kesejahteraan sosial, melakukan koordinasi dengan unit 
terkait, memberikan bantuan, menfasilitasi pembinaan, 
mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, menyusun laporan 
hasil pelaksanaan tugas sub bagian jaminan kesejahteraan 
social, melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan  
3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
mempunyai tugas yaitu merencanakan kegiatan, membagi 
tugas kepada bawahan, membimbing bawahan, memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas bawahan, menyelia bawahan, 
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 
mengembangkan penataan kelembagaan, melakukan 
penguatan akreditasi, sertifikasi serta atribut, memfasilitasi 
dan mengkoordinasikan dan pemberian bantuan, 
meningkatkan pelayanan dan kemitraan, melakukan 
pemilihan Karang Taruna, PSM dan Orsos / LSM yang 
berprestasi, memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan 
sosial, menyiapkan Pedoman, Kriteria, Akreditasi Kemitraan 
dan Pengembangan, melakukan pengendalian dan 
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pengembangan Panti Sosial Swasta, mengembangkan 
Forum Komunikasi dan Konsultasi Organisasi Sosial/ LSM, 
mendorong tumbuh dan berkembangannya Organisasi 
Sosial Desa/Kelurahan, meningkatkan kerjasama Kemitraan, 
menyusun profil Karang Taruna, PSM dan Organisasi Sosial 
/ LSM, mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, menyusun 
laporan hasil pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas 
kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan  
4. Bidang Pembinaan Sosial  
1) Bidang pembinaan sosial dipimpin oleh kepala bidang yang 
mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan operasional 
kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan, menilai 
bawahan, mengkoordinir penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP), menyiapkan bahan penyusunan kegiatan 
teknis, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, 
melaksanakan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dan kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas kedinasan lain 
yang diperintahkan oleh atasan  
2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian 
Pembinaan Sosial mempunyai fungsi  : 
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 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin 
dan Pelayanan Anak;  
 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan Rehabilitasi Sosial; 
 Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan, 
Kejuangan, serta Komunitas Adat Terpencil; 
 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan, 
berdasarkan aturan yang berlaku. 
Bidang Pembinaan Sosial membawahi beberapa seksi yaitu : 
1) Seksi Pemberdayaan Fakir yang mempunyai tugas yaitu 
merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, 
membimbing bawahan, memerika hasil pelaksanaan tugas 
bawahan, menyelia bawahan, menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP), melakukan penjajakan/orientasi 
pengumpulan data sekunder, memfasilitasi proses seleksi 
pembentukan Keluarga Binaan Sosial (KBS) dan Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE), melakukan pengumpulan data, 
melaksanakan bimbingan keterampilan, pengelolaan Usaha 
Ekonomi Produktif (UEP), menyusun pedoman teknis dan 
panduan pembinaan, melakukan pengembangan usaha 
stimulan KUBE dan UEP, mempersiapkan bahan pelayanan, 
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pembinaan, pemantauan serta mengkoordinasikan 
pelaksanaan pelayanan anak jalanan, anak terlantar, anak 
cacat, anak balita, anak nakal dan anak korban tindak 
kekerasan baik dalam panti maupun di luar panti, 
menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam 
pelayanan kesejahteraan anak, mengkoordinasikan dan 
mengupayakan kegiatan perlindungan bagi anak yang 
bermasalah sosial dengan pihak terkait, memberikan 
bimbingan dan motivasi, memfasilitasi dan mengadakan 
kerjasama pelayanan antar organisasi sosial, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap masalah, 
pelayanan, dan perlindungan  anak, mengevaluasi hasil 
kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil pelaksanaan 
tugas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan  
2) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas yaitu 
merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, 
membimbing bawahan, memerika hasil pelaksanaan tugas 
bawahan, menyelia bawahan, menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP), menyiapkan pedoman umum 
dan petunjuk teknis, melakukan akreditasi dan koordinasi 
pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi, memediasi bimbingan 
dan pelayanan kegiatan, menetapkan dan melakukan pola 
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pembinaan dan pelayanan, melakukan pembinaan, 
mengkoordinasikan dengan pihak terkait, menyiapkan dan 
menyusun pola rehabilitasi sosial, melakukan pembinaan dan 
memfasilitasi bimbingan, memfasilitasi kegiatan Organisasi 
Sosial / LSM dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial, 
melaksanakan penertiban, pengawasan, pemberantasan dan 
perlindungan, mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, melaksanakan 
tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. 
3) Seksi Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan, dan 
Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas yaitu 
merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, 
membimbing bawahan, memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan, menilai bawahan, menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP), melakukan koordinasi dan konsultasi 
dengan instansi terkait, meneliti dan mengusulkan calon 
pahlawan nasional, pahlawan perintis kemerdekaan dan 
janda perintis kemerdekaan sebagai bahan perumusan 
kebijakan, melakukan pemindahan kerangka jenasah dan 
penulisan nama pada tembok abadi dan nisan TMP untuk 
memperjelas dan menata keindahan makam, menggalang 
peran serta masyarakat dan dunia usaha, mengumpulkan 
data, mengadakan dan pemeliharan sarana dan prasarana, 
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melakukan penyelenggaraan anjangsana, menyiapkan 
pelaksanaan upacara hari-hari besar, melakukan pembinaan 
dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga perintis 
kemerdekaan, keluarga pejuang, dan keluarga pahlawan, 
melaksanakan perlindungan sosial terhadap hak-hak ulayat 
warga komunitas adat terpencil, memberikan bantuan, 
memberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan serta 
membentuk Forum dan Kelompok Kerja untuk 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mengevaluasi 
hasil kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan  
5. Bidang Tenaga Kerja  
1) Bidang tenaga kerja dipimpin oleh kepala bidang yang 
mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan operasional 
kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas, menilai bawahan, 
mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur 
(SOP), melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
pendataan penggunaan TKA, penempatan TKI ke luar 
negeri, mengkoordinasikan kegiatan, memantau 
pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi, melakukan 
pengawasan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, 
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melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan 
2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Tenaga 
Kerja mempunyai fungsi  : 
 pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan 
evaluasi penempatan tenaga kerja formal dan informal, 
baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan 
kerja; 
 penyiapan pedoman dan pelakasanaan kebijakan teknis 
dibidang pembinaan pelatihan dan produktivitas; 
 pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang 
pembinaan lembaga dan saran pelatihan, instruktur dan 
tenaga kepelatihan, standarisasi kompetensi dan 
program pelatihan, pemagangan tenaga kerja dan 
pengembangan produktivitas; 
 pengoordinasian pelaksanaan pelatihan sektoral untuk 
penempatan tenaga kerja secara formal dan informal; 
 pelaksanaan upaya-upaya terhadap penciptaan 
lapangan kerja dan usaha untuk mengurangi 
pengangguran; 
 pengoordinasian pelaksanaan pengembangan 
kesempatan kerja untuk penempatan tenaga kerja 
secara formal dan informal; 
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BidangTenaga Kerja membawahi beberapa seksi yaitu : 
1) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja  
2) Seksi Pelatihan dan Tenaga Kerja  
3) Seksi Perlindungan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai 
tugas yaitu merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada 
bawahan, membimbing bawahan, memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan, menyelia bawahan, menyusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan 
pembinaan dan pengawasan norma, keselamatan dan 
kesehatan kerja, membuat usulan revisi perbaikan kepada 
instansi yang bersangkutan, mengevaluasi hasil kegiatan 
bawahan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan  
6. Bidang Transmigrasi 
1) Bidang trnasmigrasi dipimpin oleh kepala bidang yang 
mempunyai fungsi pokok yaitu pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan teknis  
pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan 
penyusunan, bimbingan dan evaluasi, pelaksanaan 
administrasi, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai 
bidang tugasnya. 
Bidang transmigrasi membawahi beberapa seksi yaitu : 
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a) Seksi Penyuluhan Transmigrasi yang mempunyai tugas 
yaitu merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada 
bawahan, membimbing bawahan, memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan, menilai bawahan, menyusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan 
peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat lokasi 
permukiman dan sekitarnya, melakukan pembinaan teknis, 
melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan 
pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, 
melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha 
ekonomi dan pemasaran hasil produksi transmigran dan 
masyarakat sekitarnya, melakukan penyuluhan  dan 
bimbingan transmigrasi, menyusun analisis, melakukan 
bimbingan teknis pelaksanaan penyerasian lingkungan dan 
permukiman transmigran, melakukan pemantauan, evaluasi 
dan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan 
transmigrasi, mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, melaksanakan 
tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
 Dalam melaksanakan tugas, seksi penyuluhan transmigrasi 
mempunyai funsi yaitu melakukan pembinaan, koordinasi, 
monitoring dan evaluasi penyuluhan  dan bimbingan 
transmigrasi. 
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b) Seksi Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas yaitu 
merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada bawahan, 
membimbing bawahan, memeriksa hasil pelaksanaan tugas 
bawahan, menyelia bawahan, menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP), melakukan pembinaan teknis, 
melaksanakan pengendalian dan supervisi, menyiapkan 
bahan penetapan kebijakan sarana prasarana transmigrasi, 
menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar 
dan kriteria, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sarana 
dan prasarana ketransmigrasian, mengevaluasi hasil 
kegiatan bawahan, menyusun laporan hasil pelaksanaan 
tugas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan. 
c) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Transmigrasi yang 
mempunyai tugas yaitu merencanakan kegiatan, membagi 
tugas kepada bawahan, membimbing bawahan, memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas bawahan, menilai bawahan, 
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan 
pembinaan, perlindungan dan pengawasan transmigrasi 
skala kabupaten, melakukan koordinasi kepada instansi 
terkait, membuat usulan revisi perbaikan kepada instansi 
yang bersangkutan, mengevaluasi hasil kegiatan bawahan, 
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menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, melaksanakan 
tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan. 
 Dalam menyelenggarakan tugas, seksi perlindungan dan 
pengawasan transmigrasi mempunyai fungsi yaitu 
melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi 
perlindungan dan pengawasan transmigrasi. 
4.2.3. Kepegawaian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi 
sumber daya dalam Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi menurut 
pendidikan, golongan, jabatan struktural dan jenis kelamin tahun 2016. 
Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel 5. berikut ini: 
Tabel 5. Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin 
Tahun 2016 
No. Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 SD - - - 
2 SLTP - 1 orang 1 orang 
3 SLTA Sederajat 4 orang 9 orang 13 orang 
4 Serjana Muda 2 orang 1 orang 3 orang 
5 Strata Satu (S1) 19 orang 9 orag 29 orang 
6 Strata Dua (S2) 3 orang 3 orang 6 orang 
 Jumlah 28 orang 23 orang 51 orang 
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Adapun yang menjadi sumber daya dalam Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi merupakan pegawai dengan jenjang pendidikan 
terakhir berkisar dari S1 – S2, Kemudian menurut jenis kelamin, 28 orang 
pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 23 orang berjenis kelamin 
perempuan.   
Tabel 6. Banyaknya Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 
Tahun 2016 
No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 I - 1 orang 1 orang 
2 II 6 orang 10 orang 16 orang 
3 III 17 orang 10 orang 27 orang 
4 IV 5 orang 2 orang 7 orang 
 Jumlah 28 orang 23 orang 51 orang 
 
 
Adapun jumlah pegawai menurut golongan dalam Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu golongan I berjumlah 1 orang 
pegawai, golongan II berjumlah 16 orang pegawai, dan 27 orang pegawai 
berada di golongan III, serta 7 orang pegawai berada di golongan IV. 
Tabel 7. Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2016 
No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Eselon II/b 1 orang - 1 orang 
2 Eselon III/a - 1 orang 1 orang 
3 Eselon III/b 3 orang 1 orang 4 orang 
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4 Eselon IV/a 7 orang 7 orang 14 orang 
 Jumlah 11 orang 9 orang 20 orang 
Sumber :Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, Kab.Maros.2016 
Pejabat struktural dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi berjumlah 20 orang yang dimana menurut golongan, eselon 
II/b berjumlah 1 orang, eselon III/a berjumlah 1 orang, dan eselon III/b 
berjumlah 4 orang, serta eselon IV/a berjumlah 14 orang pegawai. 
 
4.3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Keberadaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi 
masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang 
Industri serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian 
nasional terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari 
tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi 
dan berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim 
usaha bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan 
kewenangan  yang diberikan UU. No. 23 Tahun 2014 kepada pemerintah. 
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4.3.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
1.  Visi 
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan 
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar 
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak 
lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 
depan berisikan cita dan  citra  yang   ingin  diwujudkan  oleh  instansi  
pemerintah.  Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi kantor dinas 
koperasi, perindustrian dan perdagangan : 
Gambar 4. Visi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan 
 
 
 
 
 
2.  Misi 
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi 
(Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil 
dengan baik. Adapun   misi   Dinas   Koperasi   Perindustrian   dan   
Perdagangan Kabupaten Maros yang ditetapkan adalah yaitu sebagi 
berikut: 
1) Meningkatkan   kualitas   SDM,   kelompok–kelompok   usaha 
tradisional dalam bidang usaha, sehingga mampu mengelolah 
“Mewujudkan Maros Sebagai Kabupaten Koperasi, Industri 
dan Perdagangan Yang Terkemukadi Sulawesi Selatan”. 
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usahanya dengan baik. 
2) Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sukoguru 
perekonomian daerah yang melibatkan Industri, perdagangan 
dan UKM. 
3) Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha 
berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui subsidi 
kebutuhan dasar. Bantuan kredit dan bantuan modal kerja 
4) Meningkatkan aktivitas dan kuantitas industri dan perdagangan 
untuk pengembangan kemitraan usaha. 
5) Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor perizinan dalam 
rangka mengembangkan lembaga keuangan yang ada di 
daerah. 
6) Meningkatkan kemampuan keterampilan daya saing para 
industri rumah tangga. 
7) Peningkatan/pengembangan   usaha   agar   dapat   tercipta   
satu produk unggulan di setiap kecamatan yang di kelola oleh 
koperasi. 
8) Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi. 
 
4.3.2. Struktur  Organisasi  Kantor  Dinas  Koperasi,  Perindustrian 
dan Perdagangan 
Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut 
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Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 
mempunyai struktur organisasi  yang  tercantum  dalam  susunan  
perangkat  dan  tata  kerja  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan sebagai berikut : 
1) Kepala Dinas 
2) Sekretaris 
a) Kasubag Program 
b) Kasubag Kepegawaian dan umum 
c) Kasubag Keuangan 
3) Kelompok Jabatan Fungsional 
4) Kepala Bidang Koperasi 
a) Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi 
b) Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi 
c) Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi 
5) Kepala Bidang UMKM 
a) Kepala Seksi Peng.SDM Usaha Kecil Menegah 
b) Kepala Seksi Bina Usaha Mikro/PKL 
c) Kepala Seksi Bina Usaha UKM 
6) Kepala Bidang Perdagangan 
a) Kepala Seksi Penyaluran Promosi dan Ekspor Daerah 
b) Kepala   Seksi   Sarana   Peng.   Sarana   Perdagangan   
Pndf. Perusahaan 
c) Kepala Seksi Metrologi dan Perlin. Konsumen 
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7) Kepala Bidang Perindustrian 
a) Kepala Seksi Sarana Usaha Industri 
b) Kepala Seksi Bimbingan Produksi 
c) Kepala Seksi Pengawasan Industri 
8) UPT. Pasar 
a) KTU.UPT Pasar 
9) UPT. Industri 
a. KTU.UPT Industri 
4.3.3. Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Adapun jumlah pegawai yang menjadi sumber daya dalam Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut golongan dan jenis 
kelamin tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel 8. 
berikut ini: 
Tabel 8. Data Kepegawaian Dinas Koperasi Perindsutrian dan 
Perdagangan, Tahun 2016 
 
NO 
 
GOLONGAN 
JENIS KELAMIN JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUA
1 I/a 2 - 2 
2 I/b 1 1 2 
3 I/c 2 3 5 
4 I/d - - 00 
5 II/a 6 4          10 
6 II/b 3 2 5 
7 II/c 1 1 2 
8 II/d 2 - 2 
9 III/a 5 4 9 
10 III/b 4 4 8 
11 III/c 2 3 5 
12 III/d 6 7 13 
13 IV/a 4 3 7 
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14 IV/b 1 - 1 
15 IV/c 1 - 1 
16 IV/d - - - 
               JUMLAH 40 32 72 
Sumber : Diskoperindag.Kab.Maros.2016 
Sumber daya manusia (SDM) sangatalah penting dalam 
menunjang kinerja suatu organisasi. Di kantor Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros memiliki 72 orang 
pegawai. Dimana menurut golongan, yang berada di golongan I berjumlah 
9 orang pegawai, golongan II berjumlah 19 orang pegawai, 35 orang 
pegawai berada di golongan III dan 9 orang pegawai berada di golongan 
IV. Kemudian menurut jenis kelamin, laki-laki berjumlah 40 orang 
pegawai sedangkan 32 orang yang berjenis kelamin perempuan. 
 
4.3.4  Sasaran dan Tujuan 
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros 
telah menetapkan tujuan strategi berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor 
kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang merupakan 
bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi 
dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut : 
I. Tujuan sebagai acuan Perencanaan Program Operasional 
anggaran dan pedoman   penyusunan   APBD,   juga   sebagai   
pedoman   penyusunan strategi dan prioritas APBD dan menjadi 
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pedoman untuk penyusunan Renstra dalam tahun yang akan 
datang. 
II. Sasaran  untuk mencapai  sasaran tersebut  disusun  prioritas  
dan arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2010-
2015 di capai secara bertahap melalui pelaksanaan program 
dan kegiatan yang di implementasikan dalam program kerja 
tahunan yang di tetapkan berdasar skala prioritas. 
 
4.3.5. Cara Pencapaian Tujuan 
1. Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran 
secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah 
yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten 
dengan visi, misi, tujuan,  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  
Cara  mencapai  tujuan  dan sasaran merupakan faktor yang sangat 
penting dalam proses perencanaan strategis. 
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana 
menyeluruh dan  terpadu  mengenai  upaya  yang  meliputi  penetapan  
kebijakan  dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk 
menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan 
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kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai 
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, 
misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan 
yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. 
Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan 
dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, 
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. 
2. Kebijakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan 
untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan 
sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen 
penting dalam memilih kebijakan adalah  kemampuan  untuk  
menjabarkan  strategi  kedalam  kebijaksanaan, yang cocok. Kebijakan 
yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 
i. Memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara 
efektif dan efisien untuk mengoptimalkan fungsi yang ada 
dalam rangka pengembangan peran serta Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan . 
ii. Menciptakan terselenggaranya koordinasi dan konsultasi 
yang konstruktif dan berkelanjutan dengan seluruh 
Instansi/Lembaga atau badan yang terkait dengan 
pembangunan perekonomian d tingkat pusat dan tingkat 
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daerah. 
iii. Mengembangkan kerjasama dalam rangka mempercepat 
perkembangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan baik dalam lingkup Domestik maupun 
Internasional. 
iv. Meningkatkan peran dan funsi Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka merapatkan 
hubungan dengan Pemerintah daerah (Provinsi dan Pusat) 
serta dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah. 
 
4.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di 
       Kabupaten Maros 
Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas 
pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah 
saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang 
terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis 
bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan 
yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai 
elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.28 
Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, 
Presiden mengeluarkan peraturan yakni Perpres No. 15 Tahun 2010 
                                                        
28 http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/  
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tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk 
mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan peraturan 
tersebut maka pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan 
Bupati (Perbup) No. 28 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulanngan Kemiskinan. Didalam peraturan tersebut disebutkan 
bahwa, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program 
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistemtis, 
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 
mengurangi jumah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat 
kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan merupakan 
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui 
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha 
ekonomi mikro dan kecil. Dimana program-program penanggulangan 
kemiskinan dilaksanakan sampai saat ini oleh pemerintah Kabupaten 
Maros yang bertujuan salah satunya untuk mengurangi angka kemiskinan 
yang ada, dan melalui program-program tersebut angka kemiskinan di 
Kabupaten Maros telah mengalami penurunan walaupun tidak secara 
optimal. Adapun jumlah garis kemiskinan dan penduduk miskin di 
Kabupaten Maros pada Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 9 
berikut.  
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Tabel 9, Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten 
Maros, Tahun 2014‒2016 
Tahun 
 Year 
Garis Kemiskinan  
Poverty Line (rupiah) 
Penduduk Miskin 
Number of Poor People 
Jumlah 
Total 
Persentase 
Percentage 
(1) (2) (3) (4) 
2011 145.473 42.440 13.17 
2012 262.064 40.889 12.57 
2013 278.520 43.059 12.94 
2014 286.937 40.130 11.93 
2015 307.717 40.08 11.85 
2016 336.579 39.02 11.41 
      Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2015 
 
 Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Maros dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 
Dengan rincian, pada tahun 2011 penduduk miskin sebanyakr 42.440 ribu 
jiwa dan turun menjadi 40.889 ribu jiwa di tahun 2012. Memasuki tahun 
2013 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 43.059 ribu 
jiwa dan di tahun 2014 mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk 
miskin sebanyak 40.130 ribu jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk 
miskin juga mengalami penurunan menjadi 40.08 ribu jiwa dan ditahun 
2016 pun juga mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Maros sebanyak 39.02 ribu jiwa. 
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4.4.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan 
melalui Program Bantuan Sosial 
Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh 
pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan. Program yang 
dimaksud, diantaranya program bantuan sosial melalui Program Keluarga 
Harapan (PKH) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan 
yang termasuk kluster 1 (satu).  
Program penanggulangan kemiskinan kluster 1 (satu) merupakan 
program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk 
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta 
perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar 
ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk 
kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan 
kesehatan, dan pendidikan.29 
Program keluarga harapan (PKH) mulai diterapkan di Indonesia 
sejak tahun 2007. Program ini merupakan produk kebijakan untuk 
menanggulangi permasalahan sosial. Pada tahun pertama penerapannya, 
daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa 
timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga 
Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di 
seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2013 termasuk di 
Kabupaten Maros dan diterapkan di semua Kecamatan sampai saat ini. 
                                                        
29http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/program-penanggulangan-
kemiskinan/klaster-i-1/ 
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Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan 
sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat 
miskin (RTSM). Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi 
beban masyarakat miskin dan dalam jangka panjang diharapkan dapat 
memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi 
berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang 
Bantuan Sosial yakni Bapak Rachmat Slamet, S.Sos, terkait dengan 
program PKH, beliau mengatakan bahwa : 
“Bantuan langsung tunai bersyarat itulah PKH (Program Keluarga 
Harapan). Inilah bantuan untuk orang miskin yang memenuhi 
syarat, artinya punya ibu hamil, punya balita, punya anak sekolah 
SD sampai SMA, itu adalah syarat untuk mendapatkan bantuan.” 
(sumber: wawancara, tanggal 16 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa program 
keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai kepada 
rumah tangga sangat miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. 
Program ini dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. 
Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan 
(misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas 
kesehatan (misalnya bagi anak balita dan bagi ibu hamil). Sehingga dapat 
mengurangi beban masyarakat miskin. 
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Adapun alur pelaksanaan program keluarga harapan sebagai 
berikut : 
Gambar 5, Alur Pelaksanaan PKH 
 
Alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diawali 
dengan validasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai calon 
penerima program. Data RTSM yang divalidasi diterima dalam bentuk 
surat undangan pertemuan awal (SUPA) yang didapatkan dari basis data 
terpadu yang telah menjadi keputusan dari Kementrian Sosial dengan 
mendasarkan data PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K dan dibagikan 
langsung kepada mereka. Kegiatan validasi ini diadakan pada saat 
pertemuan awal dimana semua calon penerima dikumpulkan per desa 
untuk diberikan sosialisasi tentang PKH, dihadiri juga oleh Service 
Provider dari komponen pendidikan (guru) dan komponen kesehatan 
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(bidan). Dalam proses validasi ini dihasilkan data yang benar-benar 
berhak dan yang tidak berhak menerima bantuan PKH atau yang 
memenuhi kondisionalitas yang relevan untuk masing-masing rumah 
tangga. Dimana kondisi yang relevan tersebut adalah rumah tangga 
dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Merupakan rumah tangga sangat mskin (RTSM),  
b) Memiliki ibu hamil, balita dan anak pra sekolah dasar (usia 0-6 
tahun), 
c) Memiliki anak usia sekolah SD-SMP-SMA  
Adapun jumlah masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta 
program keluarga harapan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 di 
setiap kecamatan yang ada di kabupaten maros. Dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
Tabel10. Rekapitulasi Jumlah Peserta PKH di Kabupaten Maros 
Tahun 2013-2016 
NO. NAMA 
KECAMATAN 
TAHUN 
2013 
TAHUN 
2014 
TAHUN 
2015 
TAHUN 
2016 
JUMLAH 
1 BANTIMURUNG 434 415 411 410 1.670 
2 BONTOA 454 438 418 416 1.726 
3 CAMBA 256 225 223 216 920 
4 CENRANA 439 424 414 404 1.681 
5 LAU 284 279 281 280 1.124 
6 MALLAWA 251 240 228 226 944 
7 MANDAI 308 295 291 277 1.171 
8 MAROS BARU 282 272 273 268 1.095 
9 MARUSU 207 297 196 191 891 
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10 MONCONGLOE 204 199 198 197 798 
11 SIMBANG 679 644 630 623 2.576 
12 TANRALILI 411 409 409 407 1.636 
13 TOMPOBULU 792 747 726 715 2.980 
14 TURIKALE - 158 152 150 460 
 TOTAL 5.001 5.042 4.850 4.780 19.672 
Sumber : Sekretariat PKH Kabupaten Maros 
Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui jumlah peserta program 
keluarga harapan yang ada disetiap kecamatan di kabupaten maros mulai 
awal terbentuk tahun 2013 sampai tahun 2016. Pada awal terbentuknya 
program keluarga harapan di tahun 2013, hanya dilaksanakan di 13 (tiga 
belas) Kecamatan dengan jumlah peserta yakni 5,001 ribu masyarakat 
miskin. Selanjutnya pada tahun 2014, Kecamatan Turikale baru memulai 
untuk melaksanakan program keluarga harapan, jadi semua kecamatan 
yang ada di kabupaten maros telah melaksanakan program tersebut, 
sehingga masyarakat miskin yang menjadi peserta PKH bertambah 
dengan jumlah 5.042 ribu. Di tahun 2015 peserta PKH menurun menjadi 
4.850 ribu masyarakat miskin. Dan pada tahun 2016 peserta PKH juga 
mengalami penurunan, sehingga jumlah masyarakat miskin yaitu 4.780 
ribu. Terkait dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari tahun 2014 
sampai dengan tahun 2016 disebabkan oleh beberapa hal, yang 
disimpulkan dari hasil wawancara dengan operator program keluarga 
harapan yakni ibu Maya, beliau mengatakan bahwa : 
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“menurunnya peserta PKH dari tahun ketahun itu karena beberapa 
hal, yang pertama didalam satu keluarga itu sudah tidak memiliki 
syarat untuk diberikan bantuan PKH dan yang kedua karena 
adanya peserta PKH yang pindah dari Kab.Maros.” 
 
Beliau juga menambahkan, bahwa : 
“peserta PKH yang pindah itu ada yang melapor ke pendamping 
dan ada juga yang tidak melapor. Yang melapor ke pendamping 
dan diwilayah barunya ada PKH, maka pendamping diwilayah 
lamanya berkoordinasi dengan pendamping diwilayah baru untuk 
dimasukkan ke PKH diwilayah tersebut. Selain itu, operator 
diwilayah lama juga berkoordinasi dengan operator diwilayah baru 
tentang proses pindahnya peserta PKH lewat aplikasi sim 
PKH.”(sumber: wawancara, tanggal 20 februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
menurunnya peserta PKH dari tahun ketahun disebabkan oleh beberapa 
hal diantaranya, didalam suatu keluarga sudah tidak memiliki syarat, baik 
syarat dibidang pendidikan maupun dibidang kesehatan yang akan 
diberikan bantuan PKH, dan adanya peserta PKH yang pindah dari 
Kabupaten Maros.  
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kabupaten Maros, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana 
Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran 
pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH disetiap kecamatan 
dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain 
untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain 
validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu 
dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut 
dalam kurun waktu cepat dan tepat. 
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Pendapat yang sama dengan yang disampaikan oleh Kepala 
Bidang Bantuan Sosial, bahwa : 
”disetiap kecamatan terdapat pendamping yang mendampingi 
peserta program keluarga harapan (PKH), dan setiap bulannya 
pendamping melakukan pertemuan kelompok untuk diberikan 
arahan dan dibina serta dibimbing”. (Sumber: wawancara, tanggal 
16 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa disetiap 
kecamatan memiliki pendamping yang mempunyai tugas yaitu melakukan 
sosialisasi, pengawasan, pembimbingan dan pendampingan untuk 
memenuhi komitmen para penerima bantuan PKH. 
Adapun data tentang jumlah pendamping dari program keluarga 
harapan di Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2016, dapat 
dilihat pada tabel 11 dibawah ini : 
Tabel 11. Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan 
 Di Kabupaten Maros, Tahun 2013-2016 
NO. Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 
1  30 
pendamping 
 1 operator 
 31 
pendamping 
 1 operator 
 30 
pendamping 
 1 Korkab 
 1 operator 
 36 
pendamping 
 1 korkab 
 1 operator 
Sumber : Sekretariat PKH Kabupaten Maros 
Berdasrkan tabel 11, dapat dilihat bahwa jumlah pendamping dari 
program keluarga harapan yang akan membantu dan membina masyrakat 
miskin di Kabupaten Maros dari tahun ke tahun meningkat. Di tahun 2013 
jumlah pendamping sebanyak 30 orang dan dibantu oleh 1 orang yang 
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menjadi operator, dimana opetaror bertugas mengelolah semua data-data 
peserta PKH. Selanjutnya, di tahun 2014 pendamping bertambah menjadi 
31 orang dan operator tetap 1 orang. Pada tahun 2015 salah seorang 
pendamping diangkat menjadi koordinator kabupaten yang mengawasi 
semua tugas dari pendamping PKH, sehingga jumlah pendamping 
sebanyak 30 orang. Dan tahun 2016 jumlah pendamping meningkat 
menjadi 36 orang dan 1 orang koordinator kabupaten serta 1 orang 
operator yang akan bekerjasama dalam melaksanakan PKH. 
Peran pendamping PKH diperlukan karena sebagian besar orang 
miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan 
hak mereka sehingga perlu ada pendamping yang siap untuk membantu 
mereka mendapatkan hak dan mendampingi mereka untuk memenuhi 
kewajiban PKH (Depsos, 2007). 
Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang 
ditetapkan oleh kementrian sosial yaitu : 
a) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak 
balita dari rumah tangga sangat miskin (RTSM). 
Salah satu tujuan dari program keluarga harapan adalah 
meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin. Dengan program 
ini, keluarga miskin juga diharapkan memiliki kesehatan yang baik 
seperti kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita. Seperti 
yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Bantuan Sosial, bahwa : 
“masyarakat miskin peserta PKH berhak menerima pelayanan 
kesehatan dengan aturan untuk ibu hamil harus melakukan 
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pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) 
kali, selanjutnya untuk ibu yang ingin melahirkan harus ditolong 
oleh tenaga kesehatan, kemudian Ibu nifas harus melakukan 
pemeriksaan kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca 
persalinan setidaknya 3 (tiga) kali setelah melahirkan. Dan untuk 
anak balita ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan 
untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program 
Pendidikan Anak Usia Dini.” (sumber: wawancara, tanggal 12 
januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah 
satu tujuan program PKH yaitu meningkatkan status dan pelayanan 
kesehatan masyarakat miskin peserta PKH, jika terdapat anggota 
keluarga yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas dan anak balita. dengan 
mengikuti peryaratan yang berlaku. 
Hasil wawancara dengan salah seorang peserta PKH yang sedang 
mengandung di Kecamatan Turikale yaitu ibu Mantasia, mengatakan 
bahwa : 
“bantuan dari pemerintah ini sangat membantu, contohnya waktu 
saya memeriksa kandungan ke puskesmas itu gratis. Walaupun 
kadang ada obat yang harus dibeli. Harapannya semua yang 
bersangkutan dengan kesehatan itu gratis termasuk obat-obatnya.” 
(sumber: wawancara, tanggal 19 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disumpulkan bahwa 
bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa program keluarga 
harapan dibidang kesehatan sudah sangat membantu walaupun 
dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. 
Begitu pula dengan yang disampaikan oleh ibu Salmiyah yang 
mempunyai balita dan termasuk peserta PKH di Kecamatan Maros 
Baru, bahwa : 
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“dengan bantuan dari pemerintah ini saya gunakan untuk membeli 
susu dan keperluan anak, dan jika ada lebihnya saya gunakan 
untuk sehari-hari” (sumber: wawancara, tanggal 15 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah 
satu peserta PKH yang mempunyai balita memprioritaskan 
bantuannya digunakan untuk memenuhi semua keperluan anaknya, 
diantaranya dengan membelikan susu yang dapat menunjang gizi 
balitanya dan prioritas lainnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 
Status kesehatan adalah refleksi dari kegiatan pelayanan 
kesehatan. Berdasarkan laporan dan pencatatan dari operator unit 
pelaksana PKH, diperoleh informasi data bahwa persentase komponen 
sehat yang tidak komitmen dari total komponen sehat peserta PKH 
yang termasuk ibu hamil, ibu nifas dan balita dari tahun 2014 sampai 
tahun 2016 mengalami penurunan. hal ini dapat dilihat dari tabel 12, 
dibawah ini :  
Tabel 12. Presentase Komitmen Peserta PKH 
Di Kabupaten Maros, Tahun 2014-2016 
No. Tahun Total Komponen 
Sehat 
Jumlah Komponen 
sehat tidak komit 
Presentase 
1 2014 3221 28 0,01 
2 2015 2986 0 0,00 
3 2016 2658 1 0,00 
Sumber : Sekretariat PKH Kabupaten Maros  
Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui bahwa total peserta atau 
total komponen sehat, terdiri dari ibu hamil, ibu nifas, dan balita yang 
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tidak komitmen dengan kewajiban yang telah ditetapkan dari tahun ke 
tahun menurun. Dapat dilihat pada tahun 2014 total komponen yang 
tidak komitmen sebanyak 28 peserta dan presentasenya 0,01 % dari 
jumlah 3221 peserta, ditahun 2015 total komponen sehat yang tidak 
komitmen berkurang dan bisa dibilang tidak ada peserta yang tidak 
komitmen dari total komponen sehat sebanyak 2986 peserta. Dan di 
tahun 2016 total komponen sehat yang tidak komitmen yaitu 1 peserta 
dari total komponen sehat sebanyak 2658 peserta. 
Hasil wawancara dengan operator dari program keluarga harapan 
yakni ibu Maya, terkait dengan total komponen sehat yang tidak 
komitmen dari tahun ketahun, mengatakan bahwa : 
“Banyaknya peserta yang tidak komitmen pada tahun 2014 
dikarenakan, penerapan atau pelaksanaan program keluarga 
harapan di kabupaten maros masih baru dan masih banyak 
masyarakat miskin yang belum paham terhadap sanksi yang 
diberikan jika melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam 
PKH, dan berkurangnya peserta yang tidak komitmen ditahun 
selanjutnya itu dikarenakan, adanya sosialisasi yang diberikan oleh 
pendamping tentang pentingnya kesehatan dan sanksi yang 
diberikan jika melanggar kewajiban dalam PKH” (sumber: 
wawancara, tanggal 20 februari 2017) 
 
b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-
anak rumah tangga sangat miskin (RTSM). 
Program keluarga harapan yang mulai dilakukan pada tahun 2013 
di Kabupaten Maros bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang 
menjadi penerima PKH. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang 
Bantuan Sosial, bahwa : 
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“salah satu tujuan dari program keluarga harapan yaitu 
meningkatkan akses pelayanan pendidikan anak-anak dari 
keluarga miskin penerima PKH melalui bantuan ini, makanya diikat 
dengan kewajiban dan komitmen, kalau kehadiran anak sekolah 
penerima bantuan di  kelas  minimal  85%  dari  hari sekolah dalam 
sebulan selama satu tahun ajaran itulah yang diverifikasi oleh 
pendamping sehingga tetap mendapatkan bantuan. Tetapi, jika 
kehadiran dibawah 85% maka bantuan dari anak itu akan dikurangi 
sebesar 10%, kalau kehadirannya dibawah 85% sampai 3 bulan 
maka anak itu tidak akan menerima bantuan.” (sumber: 
wawancara, 12 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa peningkatan 
akses dan pelayanan pendidikan harus dibarengi dengan komitmen 
para anak-anak keluarga miskin penerima PKH dengan diwajibkan 
memenuhi persyaratan yang berlaku berkaitan dengan pendidikan, 
sehingga anak-anak tersebut tetap menerima bantuan yang akan 
menunjang pendidikannya. 
Jadi dalam hal ini bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan 
(PKH) tentang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 
bagi anak-anak dari keluarga miskin sudah cukup maksimal. Hal ini 
dilihat dari presentase total komponen anak didik yang dari tahun 
ketahun semakin meningkat. Sedangkan presentase komponen anak 
didik yang tidak komitmen semakin menurun dari tahun ke tahun. 
Dapat dilihat pada tabel 13, dibawah ini: 
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Tabel 13, Presentase Komitmen Peserta PKH 
Di Kabupaten Maros, Tahun 2014-2016 
No. Tahun Total Komponen 
Didik 
Jumlah Komponen 
Didik Tidak Komit 
Presentase 
1 2014 7480 101 0,01 
2 2015 8762 53 0,01 
3 2016 9089 17 0,00 
Sumber: Sekretariat PKH Kabupaten Maros 
Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa total peserta atau 
total komponen didik, terdiri dari SD, SMP, dan SMA dari tahun 
ketahun meningkat. Dan sebaliknya total komponen didik yang tidak 
komitmen dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam program 
keluarga harapan dari tahun ketahun menurun. Dapat dilihat pada 
tahun 2014 total komponen yang tidak komitmen sebanyak 101 
peserta dan presentasenya 0,01 % dari jumlah 7480 peserta, ditahun 
2015 total komponen didik yang tidak komitmen berkurang menjadi 53 
peserta dari total komponen didik sebanyak 8762 peserta. Dan di 
tahun 2016 total komponen didik yang tidak komitmen berkurang 
menjadi 17 peserta dari total komponen didik sebanyak 9089 peserta. 
Hasil wawancara dengan operator dari program keluarga harapan 
terkait dengan total komponen didik yang tidak komitmen dari tahun 
ketahun, mengatakan bahwa : 
“sama halnya dengan presentase komponen sehat, begitu juga 
yang terjadi dalam presentase komponen dibidang pendidikan. 
Ditahun 2014 banyak peserta yang tidak komitmen dengan PKH 
dikarenakan, penerapan program keluarga harapan masih baru 
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dan masih banyak masyarakat miskin yang belum paham terhadap 
sanksi yang diberikan jika melanggar kewajiban yang telah 
ditetapkan, dan berkurangnya peserta yang tidak komitmen ditahun 
selanjutnya itu dikarenakan, adanya sosialisasi yang diberikan oleh 
pendamping tentang pentingnya kesehatan dan sanksi yang 
diberikan jika melanggar kewajiban dalam PKH” (sumber: 
wawancara, tanggal 20 februari 2017) 
 
4.4.2. Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui 
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (KUBE-FM) 
Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat perlu terus 
dilakukan. Untuk mengatasi kemiskinan, perlu sebuah sikap yang jelas 
yang berupa pemihakan kepada arah pembangunan yang mengarah pada 
peningkatan produktivitas kerja masyarakat miskin. Salah satu program 
yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan 
kemiskinan yakni program pemberdayaan masyarakat miskin melalui 
kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM). 
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan 
salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun 
kemampuan masyarakat miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi 
kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan 
kesejahteraan sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti 
dari kegiatan KUBE-FM. Secara sosial, KUBE-FM menjadi wadah 
bergabungnya masyarakat miskin, sehingga memungkinkan mereka 
melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui KUBE-FM 
masyarakat miskin dapat meningaktkan kemampuan berkomunikasi, 
menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal 
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balik, yang pada akhirnya menikat dan martabat kemanusiaan mereka. 
Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, 
memberi kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan 
bersaing, membangun jejaring,  membuka  peluang  mengakses sumber-
sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang demokratis.30 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Pelayanan Anak, Bapak Yusuf Reli, 
S.Sos, beliau mengatakan bahwa :  
“pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok 
usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) itu adalah sebuah 
kelompok usaha yang dibentuk oleh masyarakat miskin yang 
tinggal diwilayah yang sama yang diberikan bantuan agar dapat 
berkembang dengan usaha yang dibentuk bersama dan saling 
berinteraksi satu sama lainnya.”(sumber: wawancara tanggal 21 
februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program 
kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) merupakan upaya 
pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Program ini diperuntukkan 
bagi keluarga fakir miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya dan membentuk suatu kelompok usaha bersama yang 
anggotanya menetap di wilayah yang sama agar interaksi satu sama lain 
terus berjalan. 
Adapun tujuan dari program pemberdayaan masyarakat miskin 
melalui program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) 
                                                        
30 Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan 
Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera. Jakarta: Kemensos. 
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yang ditetapkan oleh kementrian sosial yang diarahkan kepada upaya 
percepatan penghapusan kemiskinan, yaitu : 
1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara 
bersama dalam kelompok, 
2) Peningkatan pendapatan, 
3) Pengembangan usaha, 
4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para 
anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. 
Secara umum tujuan program ini adalah meciptakan media 
pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial keluarga 
miskin. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Pelayanan Anak mengenai tujuan 
program tersebut yakni : 
“tujuan terbentuknya KUBE-FM ini yaitu untuk memberdayakan 
masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
yang menunjang kualitas hidup mereka. Dan tujuan lainnya yaitu 
untuk menumbuhkan kembali sifat-sifat kegotongroyongan di dalam 
masyarakat, agar dalam menjalankan usaha yang dibentuk 
bersama akan berjalan dengan maksimal, yang nantinya dapat 
mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Maros.” 
(Sumber: wawancara tanggal 21 februari 2017) 
  
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 
dari program KUBE-FM ini adalah memberdayakan masyarakat miskin 
dalam rangka mengurangi dan menghapus kemiskinan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin. 
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Adapun jumlah kelompok masyarakat miskin yang menjadi 
penerima bantuan KUBE-FM pada tahun 2016 yakni berjumlah 95 
kelompok di enam kecamatan. Berikut dapat dilihat daftar penerima 
bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tabel 14, berikut ini : 
Tabel 14. Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)  
di Kabupaten Maros, Tahun 2013-2016 
NO. NAMA KECAMATAN JUMLAH KUBE-FM 
1 SIMBANG 15 KUBE-FM 
2 MONCONGLOE 20 KUBE-FM 
3 CAMBA 20 KUBE-FM 
4 BANTIMURUNG 20 KUBE-FM 
5 CENRANA 10 KUBE-FM 
6 BONTOA 10 KUBE-FM 
 TOTAL 95 KUBE-FM 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Maros 
Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa pelaksanaan KUBE-
FM di Kabupaten Maros dilaksanakan di enam Kecamatan dengan jumlah 
KUBE-FM sebanyak 95 kelompok dengan rincian, di Kecamatan Simbang 
terdapat 15 KUBE-FM, selanjutnya di Kecamatan Moncongloe, Camba 
dan Bantimurung masing-masing terdapat 20 KUBE-FM, serta di 
Kecamatan Cenrana dan Bontoa terdapat 10 KUBE-FM. Terkait dengan 
pelaksanaan program KUBE-FM yang hanya terlaksana di enam 
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Kecamatan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir 
Miskin Dan Pelayaanan Anak, beliau mengatakan bahwa : 
“program KUBE-FM ini hanya terlaksana di enam kecamatan itu 
dikarenakan dari 14 Kecamatan yang ada di Kab.Maros hanya 
enam kecamatan itu saja yang mengusulkan kelompok usaha, 
walaupun kami telah melakukan sosialiasi kepada semua 
masyarakat miskin yang di Kab. Maros tentang program ini.” 
(Sumber: wawancara, 21 februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan 
KUBE-FM ini terlaksana di enam Kecamatan. Karena, hanya enam 
kecamatan tersebut yang mengusulkan pembentukan kelompok usaha 
bersama walaupun Dinas Sosial dalam hal ini bidang pemberdayaan fakir 
miskin dan pelayanan anak telah melakukan upaya sosialisasi tentang 
program tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat miskin. 
Dalam program ini, adapun prosedur yang harus dijalani oleh 
masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha melalui 
program KUBE yaitu masyarakat miskin terlebih dahulu membentuk 
kelompok, kemudian melakukan proses pendaftaran dan pengajuan 
proposal kepada Dinas Sosial kabuapten maros untuk selanjutnya 
diseleksi, kemudian  pihak Dinas Sosial akan melakukan verifikasi  atau  
proses  seleksi terhadap proposal yang diajukan. Kelompok KUBE-FM 
yang pengajuan proposalnya dinyatakan lolos seleksi selanjutnya akan 
diberikan bantuan modal usaha untuk menjalankan usaha secara 
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bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota 
kelompok. 
Senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Pelayanan Anak, dimana beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“dalam hal prosedur pendaftaran yang pertama yaitu kita 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin tentang 
program KUBE itu, terus masyarakat sendiri yang membentuk 
kelompok, setelah terbentuk kelompok lalu mereka membuat 
proposal, didalam proposal itu sudah lengkap dan jelas siapa yang 
menjadi ketua dan anggotanya, kemudian didalam proposal juga 
sudah tergambarkan usaha atau kegiatan apa yang akan dikelola, 
selanjutnya kami terjun langsung untuk melihat kelompok usaha 
tersebut, kemudian kami menyeleksi proposal yang telah diajukan 
dan proposal kelompok yang dinyatakan lulus akan diberikan 
bantuan modal usaha dan dalam mengelolah bantuan tersebut 
akan didampingi oleh pihak dinas.”(sumber: wawancara tanggal 21 
februari 2017) 
 
Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa prosedur pendaftaran yang 
harus dilakukan oleh masyarakat untuk menerima program ini antara lain: 
1) Dinas sosial memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin 
mengenai info-info tentang kelompok usaha bersama, 
2) Selanjutnya, masyarakat miskin membentuk kelompok yang 
mempunyai struktur keanggotaan, 
3) Setelah terbentuk kelompok-kelompok tersebut membuat proposal 
dan diajukan kepada Dinas Sosial kabupaten maros, 
4) Dinas sosial melakukan pendataan dan penjajakan di lapangan 
untuk menilai kelayakan kelompok dalam menerima bantuan. 
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5) Proposal yang lolos seleksi untuk selanjutnya akan mendapatkan 
bantuan modal usaha. 
6) Setelah menerima bantuan, KUBE memulai usahanya sesuai 
dengan proposal dan didampingi oleh petugas dari dinas sosial 
kabupaten maros. 
Prosedur dan langkah-langkah tersebutlah yang akan dilakukan oleh 
kelompok usaha bersama dalam pendaftaran agar dapat menerima 
bantuan dari program tersebut. Selain itu pihak dinas sosial juga dibantu 
oleh pihak kelurahan untuk mendampingi kelompok dan memberikan 
pengarahan yang dibutuhkan dalam mengurus pendaftaran, mulai dari 
pembuatan proposal hingga pengelolaan dana yang cair nantinya. Untuk 
membuktikan hal ini, penulis kemudian mewawancarai salah seorang 
anggota kelompok penerima bantuan program KUBE-FM di Desa 
Salenrang, Kecamatan Bontoa, terkait dengan prosedur pendaftaran, 
beliau mengatakan bahwa:  
“dalam pengurusan prosedur pendaftaran, kami didampingi oleh 
pihak kelurahan dan pihak dinas sosial sendiri, dan jika ada hal-
hal yang tidak kami ketahui, kami langsung menanyakan kepada 
pihak kelurahan atau pihak dinas sosial.“(sumber: wawancara 
tanggal 22 februari 2017) 
 
Berdasarkan penuturan dari salah satu anggota penerima bantuan 
program KUBE tersebut dapat diketahui  bahwa pemerintah telah 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal proses pendaftaran 
untuk menerima bantuan melalui program ini. Hal ini ditandai dengan 
besarnya peranan yang ditunjukkan oleh dinas sosial Kabupaten Maros 
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beserta pihak-pihak yang terkait selaku pelaksana dan penanggung 
jawab program KUBE di kabupaten maros, dalam membantu dan 
mendampingi masyarakat selama melakukan pengurusan pendaftaran, 
mulai dari pembuatan proposal yang sesuai dengan keahlian masing-
masing kelompok, hingga proses pengelolaan dana melalui usaha-usaha 
yang dijalankan oleh masing-masing kelompok. 
Selanjutnya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas 
sosial kepada kelompok usaha bersama fakir miskin. Dimana sosialisasi 
menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program dalam mencapai 
tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang 
efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai 
keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena 
semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin 
baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program 
tersebut. Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk 
mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian 
dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. 
Proses sosialisasi program KUBE-FM yang dilakukan oleh dinas 
sosial sendiri berjalan kurang maksimal.  Hal ini dapat dilihat dari hasil 
wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan 
Pelayanan Anak yang menyatakan bahwa : 
“kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin tentang 
program kube itu sendiri, tetapi sosialisasi ini tidak terus menurus 
kami lakukan, karena keterbatasan biaya yang dimiliki, kami juga 
sebenarnya mengharapkan kerjasama dari masyarakat miskin 
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yang ingin mendapatkan bantuan kube tersebut.” (sumber: 
wawancara, tanggal 21 februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
dalam mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat miskin 
melalui program KUBE-FM, pihak dinas sosial masih tergolong jarang 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin yang membutuhkan 
bantun tersebut. Hal ini diakui oleh pihak dinas sosial sendiri, karena 
disebabkan oleh adanya keterbatasan dana untuk membiayai proses 
sosialisasi tersebut. Media komunikasi yang cukup sederhana ini 
menghambat kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat 
yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya masyarakat untuk 
mengakses program KUBE-FM ini. Selain itu, masih kurangnya respon 
masyarakat terhadap program ini lebih dikarenakan belum adanya 
pemahaman yang memadai tentang konsep program KUBE-FM yang 
diberikan oleh dinas sosial kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena 
proses sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas sosial masih 
tergolong sangat minim. Sebelum program ini terlaksana, pihak dinas 
sosial memang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 
program ini namun tidak cukup sering sehingga masih banyak 
masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program ini, menjadi tidak 
mendapatkan informasi dan akses yang baik untuk ambil  bagian  dalam  
program ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam 
hal ini dinas sosial agar lebih bisa menjalin komunikasi yang baik 
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dengan masyarakat fakir miskin selaku sasaran dari program KUBE. 
Kemudian mengenai ketepatan sasaran dimana dalam sebuah 
program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran 
yang tepat karena  ketepatan  sasaran  dalam  setiap  pelaksanaan 
program menjadi salah satu aspek yang  berpengaruh  terhadap  
keberhasilan program tersebut dalam mencapai suatu  tujuan. Demikian 
pula dengan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program 
kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) yang menjadi salah 
satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi 
kemiskinan yang ada, hendaknya diberikan kepada masyarakat yang 
benar-benar tergolong fakir miskin yang memang membutuhkan bantuan 
ini. Dan kelompok yang bisa mendapatkan bantuan KUBE-FM ini hanya 
kelompok yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kreteria. Hal ini 
dipertegas dengan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pelayanan Anak, terkait dengan syarat 
dan kreteria penerima bantuan KUBE-FM, beliau mengatakan bahwa : 
“kelompok yang berhak mendapatan bantuan ini adalah kelompok 
yang memenuhi syarat dan kriteria yaitu pertama anggota 
kelompok berasal dari keluarga miskin dan terdiri dari 5 sampai 10 
orang yang tinggal diwilayah yang sama, kedua tidak mempunyai 
pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya, ketiga yang paling penting yakni proposal yang diajukan 
harus sesuai dengan keahlian para anggota dan struktur organisasi 
kelompoknya juga harus jelas.”(sumber: wawancara, tanggal 21 
februari 2017) 
 
Berdasrakan wawancara tersebut, pemerintah telah menetapkan 
syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok yang ingin 
 
 
116 
 
mendapatkan bantuan melalui program KUBE, agar program 
pemberdayaan masyarakat miskin ini tepat sasaran, sehingga berjalan 
dengan sebagaimana mestinya. Kemudian kelompok yang akan 
mendapatkan bantuan melalui program KUBE nantinya diharapkan akan 
mengurangi dan nantinya menghapus kemiskinan di kabupaten maros. 
Selanjutnya mengenai struktur kepengurusan KUBE-FM pada 
hakekatnya dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Pengurus 
KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung 
pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, 
rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan 
kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, dan pengalaman yang cukup 
serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari setiap anggotanya. 
Struktur KUBE tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang 
dijalankan oleh KUBE. Tidak ada suatu struktur yang baku, sturkturnya 
diserahkan sepenuhnya pada kelompok. Struktur organisasi KUBE yang 
relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur 
organisasi KUBE, yang teriri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jika 
diperlukan dapat dibentuk urusan atau seksi. Secara umum berdasarkan 
struktur organisasi tersebut, maka uraian tugas dari struktur diatas 
sebagai berikut: 
a) Ketua 
1) Mengkoordinir kepengurusan KUBE 
2) Mengkoordinir kegiatan KUBE 
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3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain 
b) Sekretaris 
1) Melaksanakan tugas administrasi 
2) Membuat laporan kegiatan 
c) Bendahara 
1) Melaksanakan tugas administrasi keuangan 
2) Mengelolah keuangan 
3) Membuat laporan keuangan secara periodi 
d) Anggota 
Bersama kelompoknya melaksanakan kesepakatan kelompok. 
Hal ini dipertegas oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin 
dan Pelayanan Anak, mengenai struktur organisasi KUBE-FM, beliau 
mengatakan bahwa: 
“didalam proposal yang diajukan oleh kelompok sudah lengkap dan 
jelas siapa-siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi 
sekretarisnya, siapa bendaharanya dan siapa yang menjadi 
anggota. Sehingga usaha yang dijalankan itu berjalan sesuai 
aturan dan dapat berkembang” (sumber:wawancara, tanggal 21 
februari 2017) 
 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan suatu program, masalah 
anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan 
keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 
diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan penganggaran yang 
baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan serta tidak 
akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, salah satu aspek 
pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program-program 
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pemerintah yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang 
dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang 
bersangkutan. 
Demikian halnya dengan program Kelompok Usaha Bersama Fakir 
Miskin (KUBE-FM) yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan 
oleh beberapa aspek, salah satunya adalah masalah pendanaan / 
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program 
ini. Adapun bantuan anggaran untuk KUBE-FM yang diberikan berasal 
dari bantuan dana dari kementrian sosial dan dinas sosial Provinsi Sul-
Sel, hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin 
dan Pelayanan Anak, bahwa: 
“3 (tiga) tahun terakhir ini di Kabupaten Maros, KUBE fakir 
miskin belum mendapatkan bantuan anggaran dari APBD 
kabupaten maros, karena terkendala dengan prosedurnya hibah, 
karena hibah itu harus mempunyai akte notaris, harus terdaftar di 
kesbang dan inikan sasarannya ke fakir miskin, untuk mengurus 
akte notaris itukan butuh biaya, jadi urus itu saja mereka tidak 
mampu. Jadi bantuan anggaran itu ada dua yang pertama 
bantuan dana dekon dari dinas provinsi Sul-Sel dan bantuan 
anggaran dari Kementrian sosial.” (sumber: wawancara, tanggal 
21 februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
bantuan dana untuk kelompok usaha bersama fakir miskin di kabupaten 
maros berasal dari bantuan dana dari Kementrian Sosial dan Provinsi 
Sul-Sel, dan di Kabupaten Maros sendiri belum menganggarkan dana 
untuk kelompok usaha bersama fakir miskin, hal ini dikarena adanya 
kendala dengan prosuder yang harus dipenuhi oleh KUBE-FM tu 
sendiri. 
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Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat 
yakni Kementrian Sosial pada tahun 2016 dalam hal pendanaan program 
KUBE yakni berjumlah 20 juta untuk masing-masing kelompok. Hal ini di 
disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan 
Pelayanan Anak, yang  menyatakan bahwa : 
“Untuk anggaran tahun 2016 kemarin yang diberikan oleh 
Kementrian Sosial untuk bantuan dana program  KUBE yaitu 
berjumlah 20 juta per satu kelompok. Dan di tahun 2016 kelompok 
yang menerima bantuan dana sebanyak 45 KUBE-FM”(sumber: 
wawancara, tanggal 13 april 2017) 
 
Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan 
Fakir Miskin dan Pelayaan Anak terkait dengan jumlah bantuan dana 
yang diberikan kepada masing-masing KUBE dengan yang disampaikan 
oleh salah satu anggota KUBE-FM di Desa Salenrang, Kecamatan 
Bontoa, beliau mengatakan bahwa : 
“bantuan dari pemerintah yang diterima kemarin itu sekitar 20 juta. 
Menurut saya bantuan itu sudah cukup membantu dalam 
mengembangkan usaha kami.” (sumber: wawancara, tanggal 13 
april 2017) 
 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat 
disimpulkan bahwa jumlah bantuan dana di tahun 2016 yang dialokasikan 
oleh pemerintah pusat yakni Kementrian Sosial untuk 45 kelompok usaha 
bersama fakir miskin (KUBE-FM) di Kabupaten Maros sebesar 
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) persatu kelompok. Sehingga 
total anggaran yang dialokasikan oleh Kementrian Sosial untuk 
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pendanaan program KUBE-FM adalah sebesar Rp.900.000.000,00 
(Sembilan ratus juta rupiah). 
Kemudian terkait dengan mekanisme pemberian bantuan yang 
diberikan oleh dinas sosial kabupaten maros kepada kelompok usaha 
bersama fakir miskin yakni dengan memberikan bantuan langsung ke 
rekening masing-masing kelompok. Hal ini dipertegas oleh wawancara 
yang disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan 
Pelayanan Anak tentang metode yang digunakan dalam penyaluran 
bantuan kepada kelompok usaha bersama fakir misin, beliau menyatakan 
bahwa : 
“mulai tahun 2014 anggarannya itu diberikan lagsung ke kelompok 
melalui rekening kelompok, makanya semua kelompok yang 
terdaftar itu harus memiliki rekening. Setelah menerima bantuan, 
setiap kelompok mengelolah bantuannya masing-masing dengan 
pendampingan dari dinas sosial, sehingga bantuan tersebut 
digunakan sesuai dengan usaha yang diajukan dalam proposal.” 
(sumber: wawancara, tanggal 21 februari 2017) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme pemberian bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  
daerah  yaitu  dengan mentransferkan bantuan tersebut langsung ke 
rekening kelompok pada masing-masing kelompok usaha bersama fakir 
miskin yang terdaftar. Setelah menerima bantuan, masing-masing KUBE-
FM mengelolah bantuan tersebut sesuai dengan usaha yang tertera 
dalam proposal. Dalam mengelolah bantuan tersebut KUBE-FM 
didampingi oleh pendamping dari dinas sosial, agar bantuan yang 
diberikan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.  
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Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Pelayanan Anak mengenai penyaluran 
bantuan dan pendampingan sama dengan apa yang ungkapkan oleh 
salah seorang anggota KUBE-FM di Desa Bonto Marannu, Kecamatan 
Moncongloe, beliau mengatakan bahwa : 
“pencairan bantuan dana untuk kelompok kami itu memang langsung 
ditransferkan ke rekening kelompok, dan untuk pendamping juga 
kami didamping oleh pihak dinas untuk membantu kami dalam 
mengelolah bantuan itu.” (sumber: wawancara, tanggal 23 februari 
2017) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bawah dalam 
mekanisme  pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama fakir 
miskin telah sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan adanya 
pendampingan dari pihak dinas sosial kabupaten maros membantu 
kelompok usaha bersama fakir miskin dalam mengelolah usaha masing-
masing, sehingga program pemberdayaan masyarakat miskin terlaksana 
dengan baik.  
 
4.4.3. Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui 
Program Pemberdayaan UMKM 
Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor usaha yang 
memiliki peran yang besar dalam memberikan kontribusi serta dapat 
mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, 
sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan 
menggunakan sumber daya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar 
 
 
122 
 
dalam menopang sendi-sendi perekekonomian daerah. Strategis 
penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah 
daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan 
peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka 
pengangguran dan menekan angka kemiskinan. 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 
yang mengatur tentang UMKM mendefenisikan : 
1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 
mikro sebagimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. 
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produkstif yang berdiri sendiri 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha 
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang  
dimaksudkan dalam undang-undang tersebut.  
3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian 
baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha mikro, kecil 
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atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah 
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. 
Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, 
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros merupakan salah satu 
wujud pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi permasalahan 
kemiskinan. Adapun jadwal kegiatan dan rincian anggaran yang telah 
ditentukan oleh bidang UMKM dalam melaksanakan pemberdayaan 
UMKM. dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini : 
Tabel 15. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros di Bidang UMKM, 
Tahun 2016 
 
No. 
 
Kegiatan 
Jadwal Kegiatan 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Fasilitas Peningkatan 
Kemitraan Usaha Bagi 
UMKM  
            
2 Penyelenggaraan 
Pelatihan  
Kewirausahaan 
            
3 Sosialisasi HAKI (Hak 
Atas Kekayaan 
Intelektual) Kepada 
UMKM 
            
4 Fasilitas Pengembangan 
Inkubator Teknologi dan 
Bisnis 
            
5 Monitoring, Evaluasi dan 
Pendampingan 
            
6 Sosialisasi Kebijakan 
Tentang Usaha Kecil dan 
Menengah  
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7 Fasilitas Pengembangan 
UMKM 
            
8 Penyelenggaraan 
Promosi Produksi Usaha 
Mikro Kecil 
            
Sumber : Diskoperindag.Kab.Maros tahun 2016 
 
Adapun daftar rincian alokasi dana yang digunakan sebagai berikut : 
1) Fasilitas peningkatan kemitraan usaha bagi umkm sebanyak Rp 
15.530.000,00 
2) Penyelenggaraan pelatihan  kewirausahaan sebanyak Rp 
67.770.000,00 
3) Sosialisasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) kepada umkm 
sebanyak Rp35.670.000,00 
4) Fasilitas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis sebanyak 
Rp35.500.000,00 
5) Monitoring, evaluasi dan pendampingan sebanyak Rp 39.250.000,00 
6) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan menengah sebanyak Rp 
18.640.000,00 
7) Fasilitas pengembangan umkm sebanyak Rp 51.050.000,00 
8) Penyelenggaraan promosi produksi usaha mikro kecil sebanyak Rp 
104.900.000,00 
Adapun jumlah UMKM yang ditangani oleh Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan yakni sebanyak 30.963 dari 14 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Dapat dilihat pada tabel 16, 
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rekapitulasi perkembangan UMKM Persub sektor di masing-masing 
kecamatan per 31 September 2016. 
Tabel 16. Rekapitulasi Perkembangan UMKM Perkecamatan 
di Kabupaten Maros, Tahun 2016 
NO KECAMATAN JENIS USAHA JUMLAH 
  MIKRO KECIL MENENGAH  
 
1 
 
TURIKALE 
 
3.691 
 
1.471 
 
58 
 
5.220 
 
2 
 
MAROS BARU 
 
1.331 
 
230 
 
9 
 
1.570 
 
3 
 
LAU 
 
2.037 
 
324 
 
7 
 
2.368 
 
4 
 
BONTOA 
 
1.705 
 
449 
 
6 
 
2.160 
 
5 
 
MANDAI 
 
2.395 
 
515 
 
19 
 
2.929 
 
6 
 
MARUSU 
 
2.009 
 
623 
 
12 
 
2.644 
 
7 
 
TANRALILI 
 
2.185 
 
293 
 
7 
 
2.485 
 
8 
 
TOMPOBULU 
 
1.449 
 
192 
 
6 
 
1.647 
 
9 
 
MONCONGLOE 
 
1.082 
 
151 
 
19 
 
1.252 
 
10 
 
BANTIMURUNG 
 
2.593 
 
302 
 
11 
 
2.906 
 
11 
 
SIMBANG 
 
1.313 
 
241 
 
7 
 
1.561 
12 CAMBA 1.478 246 9 1.733 
 
13 
 
CENDRANA 
 
1.274 
 
187 
 
8 
 
1.469 
 
14 
 
MALLAWA 
 
830 
 
182 
 
7 
 
1.019 
  JUMLAH : 
 
25.372 
 
5.406 
 
185 
 
30.963 
Sumber : Koperindag tahun 2016 
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Dengan rincian sebagai berikut : 
 Usaha Mikro  : 25.372 
 Usaha Kecil   :   5.406 
 Usaha Menengah  :      186 
Jumlah UMKM   : 30.963 
Berdasarkan rekapitulasi yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa 
jumlah UMKM secara keseluruhan di Kabupaten Maros sebanyak 30.963. 
Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperindag mampu mengelola UMKM 
yang menjadi salah satu kriteria kekuatan dalam bidang perekonomian 
serta dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan di kabupaten 
maros. 
Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
perindustrian dan perdagangan Kabupaten Maros sudah terlaksana 
dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan sektor yang membidangi UMKM 
telah memberikan upaya pemberdayaan semaksimal mungkin. Adapun 
bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh dinas koperindag 
Kabupaten Maros secara umum sebagai berikut : 
 
1. Pelatihan dan Pengembangan Usaha bagi pelaku UMKM 
Pelatihan berguna untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM 
sehingga mampu menciptakan produk yang berdaya saing di pasaran. 
Pelatihan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu strategi dari Dinas 
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam 
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melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan 
melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk 
meningkatkan keterampilan. Adapun data mengenai jumlah UMKM yang 
telah mengikuti diklat, pelatihan, workshop dan berbagai sosilaisasi yang 
diberikan oleh dinas koperindag Kabupaten Maros, Dinas Koperasi dan 
UKM provinsi, serta pihak-pihak yang terkait, dari tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2016, sebagai berikut : 
Tabel 17, Data Umkm yang telah Mengikuti Diklat, Work Shop dan 
Sosialisasi Dinas Kopperindag Kabupaten Maros, Tahun 2012 
sampai dengan tahun 2016 
NO NAMA DIKLAT 
JENIS USAHA 
PELAKSANAAN Mikro Kecil Menengah 
1. Sosialisasi UU. No. 20 Tahun 
2008 tentang UMKM 
75 30 20 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi 
Mitra Binaan PT. Angkasa 
Pura I 
40 - - PT.Angkas Pura I dan 
Diskoperindag Kab. Maros 
3. Pelatihan UKM Bagi Usaha 
Makanan dan Minuman 
15 7 2 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
4. Pelatihan Keterampilan 
Menjahit 
5 5 - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
5. Pelatihan Teknis HP 4 - - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
6. Pelatihan Teknis HP Lanjutan 4 - - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
7. Pelatihan Kewirausahaan Bagi 
Wanita Wirausaha 
20 - - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
8. Pelatihan/Sosialisasi HAKI 
(Hak Kekayaan Intelektual) 
- - 4 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
9. Sosialisasi Kelembagaan 
Usaha Bag UMKM 
40 20 2 Diskoperindag Kab. Maros 
10. Sosialisasi KUR 100 50 50 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
11. Sosialisasi Produk Hala Bagi 
UKM 
- 7 3 BPPOM MUI 
12. Sosialisasi HAKI - 2 3 Dinas Koperasi dan UKM 
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Prov. 
13. Sosialisasi KUR Baru 25 15 - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
14. Diklat Akuntansi UKM 2 3 - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
15. Diklat Peningkatan Kemitraan 
UMKM dengan Lembaga Keu. 
10 6 - Diskoperindag Kab.Maros 
16. MOT Kewirausahaan - - 2 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
17. Temu Usaha UMKM, 
Koperasi, BUMN, BUMD 
5 2 1 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
18. Pelatihan Manajemen UMK 
Kecil Bagi UMKM 
10 5 2 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
19. Sosialisasi Kebutuhan Diklat 
UMKM 
1 1 1 Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
20. Pelatihan Pengelolaan Usaha 
Bagi PKL 
15 - - Dinas Koperasi dan UKM 
Prov. 
21. Diklat Kewirausahaan Bagi 
Usaha Mikro 
120 - - Diskoperindag Kab. Maros 
22. Diklat Pengembangan Usaha 
Bagi Usaha Mikro Kecil 
60 60 - Diskoperindag Kab. Maros 
 JUMLAH 551 232 90  
Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Maros 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi jenis 
usaha yang paling banyak mengikuti berbagai diklat, pelatihan, serta 
sosialisasi yang diadakan baik dari Dinas Koperindag Kab. Maros, 
maupun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sul-Sel, ataupun dari pihak-
pihak yang ikut serta didalam pemberdayaan UMKM, diibandingkan jenis 
usaha kecil dan menengah, dengan rincian jumlah 551 jenis usaha mikro, 
232 jenis usaha kecil dan 90 jenis usaha menengah. 
Pelatihan sangat penting karena bermanfaat guna menambah 
pengetahuan dan keterampilan terutama bagi pelaku usaha mikro kecil 
dan menengah yang tengah meningkatkan produktivitas. Pelatihan yang 
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diberikan oleh dinas koperindag berfungsi untuk meningkatkan 
keterampilan dalam proses produksi maupun manajerial.  Produktivitas 
dapat meningkat apabila keterampilan dalam proses produksi juga 
meningkat. Terkait dengan pelatihan dan pengembangan usaha, Kepala 
Bidang UMKM Koperindag yakni Bapak Nurdin, SE, MM, mengatakan 
bahwa : 
“Kami mengadakan berbagai pelatihan di beberapa desa dan 
kecamatan, mengenai bagaimana berusaha yang bagus, bagaimana 
mencari kolega yang bagus dan bagaimana membuat desain produk 
yang bagus, agar pelaku UMKM dapat pengembangkan usaha 
mereka.” (Sumber : Wawancara Tanggal 12 Januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bidang 
UMKM dinas koprindag telah mengadakan dan memberikan pelatihan 
kepada pelaku UMKM di beberapa desa dan kecamatan di kabupaten 
maros, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku 
UMKM terkait dengan bagaimana berusaha yang baik, bagaimana mencari 
kolega agar dapat bermitra dengan mereka dan memberikan pelatihan 
tentang membuat desai produk agar usaha yang mereka jalani dapat 
berkembang. 
Adapun pelatihan terakhir yang diberikan yakni pelatihan wirausaha 
baru yang nantinya akan mencetak calon pengusaha yang mampu 
membuat produk olahan sendiri yang dapat bernilai dan mampu bersaing 
di pasaran. Kepala Bidang UMKM Koprindag mengatakan, bahwa : 
“baru-baru ini kami mengadakan pelatihan bagi wirausaha baru yang 
disingkat WRB, yang dimana WRB ini dibentuk oleh desa dan diketuai 
oleh camat dan dinas kamis, jadi pembentukan kelompok-kelompok itu 
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terkoordinasi dari bawah ke atas” (sumber: wawancara, tanggal 12 
Januari 2017) 
Berdasarkan wawancara tersebut, dinas koprindag aktif dalam 
pembentukan para wirausaha yang ingin memulai usaha yang diorganisir 
oleh setiap camat dan dikoordinasikan kepada dinas koprindag. 
Adapun lokasi pelatihan dan anggaranya menurut Kepala Bidang 
UMKM, beliau mengatakan bahwa: 
“lokasi pelatihan biasanya dilaksanakan di kantor desa atau kantor 
camat sesuai dengan hasil musrembang tiap-tiap kecamatan. Adapun 
bentuk pelatihannya beragam sesuai dengan yang diajukan dan 
melihat kebutuhan para wirausaha baru (WRB). Sementara untuk 
anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan dialokasikan 
dari dana APBD Kabupaten Maros.” (sumber: wawancara, tanggal 12 
Januari 2017) 
 
Lokasi  untuk  pelatihan  menurut  kepala bidang UMKM koprindag 
ditentukan  berdasarkan hasil  keputusan  dari  musrembang  di  berbagai  
kecamatan  yang hasilnya bahwa pelatihan bisa dilaksanakan di kantor 
desa atau kantor camat. Kemudian alokasi dananya bersumber dari dana 
APBD Kabupaten Maros. 
Adapun kendala yang dialami oleh wirausaha baru (WRB), dijelaskan 
oleh ibu Murtiasari, yang memiliki usaha anrka kue dan roti maros dalam 
wawancara sebagai berikut : 
“saya memulai usaha roti ini baru berjalan 5 bulan, adapun kendala 
yang saya alami itu pasti ada. Karena usaha ini masih baru, jadi belum 
banyak yang tahu. dan kami juga terkendala dalam hal peralatan, 
karena kami belum mendapat bantuan peralatan dari pemerintah 
yang menunjang usaha kami.”(sumber: wawancara, tanggal 31 
Januari 2017) 
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Adapun kendala yang dihadapi wirausaha baru yaitu dalam hal 
pemasaran dan masih kurangnya peralatan yang dimiliki dalam menunjang 
usaha mereka. Hal itu diungkapkan oleh pelaku wirausaha baru dalam 
wawancara yang dilakukan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tingkat 
keresahan pelaku wirausaha baru lebih besar kepada pemasaran 
produknya sendiri. 
Lain halnya dengan pelaku UMKM yang sudah lama merintis usaha 
mereka dan sudah terbilang sukses, dengan bantuan yang telah diterima 
dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah yang terkait. 
Hal ini disampaikan oleh ibu Masna yang mempunyai usaha keripik 
pisang “Opik”, beliau menyampaikan bahwa : 
“usaha ini berjalan tahun 2003 dan Alhamdulillah sampai sekarang 
masih berjalan lancar. Awalnya memang ada kendala yang dihadapi, 
misalnya terkendala dengan modal, alat, dan sebagainya, tetapi 
dengan adanya bantuan dari pemerintah dan pihak swasta, makanya 
usaha saya masih berjalan sampai saat ini.“ (sumber: wawancara 
tanggal 31 januari 2017) 
 
Adapun solusi pertama yang kemudian diberikan oleh dinas koprindag 
dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM 
yaitu melakukan pengembangan usaha dan pemasaran dengan 
mengadakan pelathan IT, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala 
Bidang UMKM, bahwa : 
“kami berupaya  dengan mengadakan pelatihan IT, kerena pelaku UMKM 
sudah bisa melihat bahwa sekarang di dunia usaha ini memerlukan IT. 
Jadi kita melatih pengusaha-pengusaha agar lebih mengenai IT, 
bagaimana cara memasarkan produknya. Tahun 2016 kami membuat 
situs Tokomaros.com dimana semua pengusaha di kabupaten maros 
bisa masuk dan memasarkan produknya.” (sumber: wawancara, tanggal 
12 Januari 2017) 
 
 
132 
 
 
Berdasrkan wawancara tersebut kita dapat mengetahui bawah dinas 
koprindag telah memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh 
para pelaku UMKM dengan mengadakan pelatihan IT dan membuat situs 
yang mempermudah pengusaha-pengusaha dalam mempromosikan 
produknya. Agar kedepannya pelaku UMKM tidak lagi mendapatkan 
masalah terkait dengan pemasaran produk. 
Solusi selanjutnya yang diberikan oleh dinas koprindag yaitu dengan 
mengadakan perlombaan antar pelaku UMKM, hal ini disampaikan oleh 
Kepala Bidang UMKM, beliau mengatakan bahwa: 
“baru-baru ini tahun 2016 kami mengadakan pertandingan lomba desain 
kemasan dan produk, yang juara bisa masuk ke toko modern, kita 
mengacu pada aturan yang ada bahwa toko modern itu harus menjual 
produk lokal, jadi kalau tidak layak berarti tidak mampu menjual 
produknya di toko modern” (sumber: wawancara, tanggal 12 januari 
2017) 
 
Selain dari upaya mengatasi masalah pemasaran produk, dinas 
koperindag juga membuat perlombaan antar UMKM agar pengusaha-
pengusaha terpacu untuk membuat usahanya semakin baik. Selanjutnya, 
dinas koprindag juga mengikut sertakan pelaku UMKM dibeberapa 
pameran. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang UMKM, bahwa : 
“kami juga mengikutsertakan pengusaha kecil kita ke pameran-
pameran yang ada di kota Makassar maupun di luar provinsi, dengan 
harapan pengusaha kecil kita dapat bersaing dan dapat memasarkan 
produknya diluar Kabupaten Maros.” (Sumber: wawancara, tanggal 16 
januari 2017) 
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Berdasarkan wawancara tesebut dapat disimpulkan bahwa pameran 
merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran oleh dinas Koperindag 
yang cukup efektif untuk menjaring banyak konsumen. Bagi usaha 
pemula, pameran merupakan sarana pemasaran yang tepat untuk 
memperkenalkan produk serta mempromosikannya. Tidak hanya tentang 
produknya saja, profil usaha juga penting untuk diedukasikan kepada 
masyarakat, dalam hal ini adalah pengunjung. Citra pemilik usaha yang 
baik juga menentukan ketertarikan dan juga loyalitas konsumen pada 
sebuah produk. 
 
2. Permodalan dan Kemitraan 
Bantuan modal dan kemitraan untuk pelaku UMKM di Kabupaten 
Maros merupakan sesuatu yang penting dimana suatu usaha dapat 
berjalan ketika adanya modal dan menjalin kemitraan. Memulai usaha, 
faktor penentunya berupa bantuan modal. Bantuan modal untuk pelaku 
UMKM yang diwadahi oleh dinas Koperindag dalam hal ini berasal dari 
dana APBN dan dana APBD. Didalam dana APBD Kabupaten Maros 
menetapkan bahwa adanya pemberian bantuan yang berupa peralatan 
dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh 
Kepala Bidang UMKM, bahwa: 
“Bantuan modal yang berasal dari APBD kabupaten maros ada dua 
yaitu bantuan peralatan dan pelatihan. Bantuan peralatan diberikan 
kepada pelaku UMKM untuk mendorong mereka dalam 
mengembangkan usahanya. Bantuan peralatan yang diberikan 
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berbagai macam sesuai dengan usaha dan kebutuhan pelaku UMKM 
tersebut.” (sumber: wawancara, tanggal 12 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam 
pemberian bantuan modal berasal dari dana APBD kabupaten Maros 
berupa  pelatihan dan bantuan peralatan dalam mendorong pelaku 
UMKM dalam mengembangkan usahanya.  
Mengenai kemitraan, dinas koperindag turut ikut serta dalam 
membantu dan menjembatani para pelaku UMKM dalam hal 
mendapatkan bantuan baik berupa modal maupun bantuan lainnya. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bidang UMKM, beliau 
mengatakan: 
“Disini Dinas koprindag hanya sifatnya menjembatani seluruh 
pengusaha kecil dalam hal yang pertama, pengusaha kecil yang akan 
bermohon kepada bank pelaksana, disini tugas dinas koprindag 
memberikan rekomendasi kepada bank pelaksana bahwa memang 
pengusaha ini ada di kabupaten maros. Yang kedua dinas koprindag 
membantu pengusaha kecil dalam penyusunan proposal yang akan 
diberikan kepada bank pelaksana untuk mendapatkan bantuan.” 
(sumber: wawancara, tanggal 12 januari 2017) 
 
Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa: 
“ada beberapa pengusaha kecil kita itu kita adakan kemitraan dengan 
pengusaha besar. Diantaranya usaha mikro kita upayakan mereka 
nisa bermitra dengan toko oleh-oleh maros. Jadi kemitraan disini 
bukan hanya bersifat dana melainkan bisa juga kemitraan join produk, 
maksudnya bisa berkerja sama saling menguntungkan, artinya produk 
pengusaha kecil dijual oleh pengusaha besar seperti toko oleh-oleh 
maros itu namanya kemitraan join produk.” (sumber: wawancara, 
tanggal 12 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disumpulkan bahwa dinas 
koprindag menjadi jembatan penghubung antara pelaku UMKM dengan 
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bank pelaksana dan para pengusaha besar untuk melakukan kemitraan, 
sehingga pelaku UMKM dapat menerima bantuan baik berupa modal 
usaha maupun bantuan lainnya, yang dapat memajukan usaha mereka. 
 
3. Kelembagaan Usaha (Perizinan) 
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Maros yaitu adalah Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun  2015  
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2014 tentang 
pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Dalam 
peraturan tersebut diatur tentang hak dan kewajiban camat untuk 
melayani masyarakat atau pelaku usaha dalam pembuatan surat izin 
usaha, mikro, kecil dan menengah. Dimana keluarnya peraturan tersebut 
merupakan  tindak  lanjut atas kebijakan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro Kecil dan 
Menengah sebagai landasan hukum UMKM. Adapun tujuan 
dikeluarkannya Peraturan tersebut yang disampaikan oleh Kepala Bidang 
UMKM, beliau mengatakan bahwa: 
“tujuan dari perbup tersebut yaitu agar pelaku UMKM mendapatkan 
kepastian dan perlindungan dalam melakukan usahanya masing-
masing, dan mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan 
usahanya, serta lebih mudah dalam mengakses bantuan baik bantuan 
modal maupun bantuan lainnya dari pemerintah daerah maupun dari 
pihak lain.” (sumber: wawancara, tanggal 12 Januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
dikeluarkannya peraturan bupati mengenai pelimpahan sebagian 
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kewenangan bupati kepada camat, salah satunya dalam hal perizinan 
usaha mikro, kecil dan menengah  yaitu dengan adanya surat izin usaha 
yang dimiliki, semua pelaku UMKM mempunyai hak dan kewajiban. 
Dimana hak semua pelaku UMKM yaitu mendapatkan pembinaan dan 
kemudahan dalam mendapatkan bantuan baik dari pemerintah daerah 
maupun pihak lain. Kemudian kewajiban dari pelaku UMKM yaitu wajib 
mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh 
Kepala Bidang UMKM, bahwa : 
“kelembagaan usaha disini terkait dengan perizinan di kabupaten 
maros, kita berkerja sama dengan semua camat dalam membuat 
izin usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi, camat membuat suatu 
izin usaha mikro, kecil dan menengah yang modal usahanya 0 
sampai 50 juta.” (sumber: wawancara, tanggal 12 januari 2017) 
 
Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa : 
“kita mengupayakan semua usaha di kabupaten maros sudah 
bukan lagi usaha non-formal, harus formal smua dengan adanya 
izin usaha mikro, kecil dan menengah. Kita berupaya semua 
pengusaha di kabupaten maros mengerti bahwa harus ada surat 
izin dimiliki.” (sumber: wawancara, tanggal 12 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi 
antara dinas koprindag dengan camat membuat jarak antara pemerintah 
dengan masyarakat atau pelaku UMKM semakin dekat, sehingga tidak 
ada lagi kecanggungan yang timbul. Kemudian masyarakat dan pelaku 
UMKM dapat lebih mudah dalam membuat surat izin usaha mikro, kecil 
dan menengah, sehinggah semua pengusaha di kabupaten maros 
sudah memiliki izin usaha. 
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4.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Daerah 
       dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros 
Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros, merupakan 
suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara terencana, 
menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan dengan 
baik. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh 
berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat 
dalam proses kegiatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros sebagai berikut: 
4.5.1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan (PKH)  
a) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari adanya 
faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang 
menjadi faktor pendukung terlaksananya PKH di kabupaten maros yaitu 
pertama adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan 
daerah untuk mensukseskan program keluarga harapan guna membantu 
memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat miskin.  
Hal ini dipertegas oleh salah satu pendamping di kecamatan maros 
baru yaitu bapak Ismail, beliau mengatakan bahwa : 
“adanya komitmen dari pemerintah pusat dengan pemerintah 
dibawahnya dalam menjalankan ini program pkh, ini menjadi salah 
satu faktor yang mendukung sampai sekarang.” (sumber: wawancara, 
tanggal 15 januari 2017) 
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Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu adanya koordinasi yang baik 
antar aktor yang terlibat dalam melaksanakan PKH. Aktor tersebut 
meliputi perangkat daerah dan perangkat desa, dalam bidang pendidikan 
aktor yang berperan yaitu guru/wali kelas yang harus melakukan absensi 
rutin agar partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat 
terpantau, dan dalam bidang kesehatan aktor yang terlibat yaitu bidan. 
Dimana bidan harus selalu memantau perkembangan kondisi kesehatan 
dan gizi dari ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Dengan  adanya koordinasi 
dari aktor-aktor terkai terkait maka program ini akan berjalan dengan baik. 
karena itu  dukungan dari  berbagai aktor inilah yang diharapkan 
nantinya akan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup rumah tangga 
sangat miskin. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
faktor yang mendukung pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di 
kabupaten maros yaitu: 
1) Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan 
daerah untuk mensukseskan program keluarga harapan guna 
membantu memutus rantai kemiskinan ditingkat masyarakat 
miskin, 
2) Adanya koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat dalam 
melaksanakan program keluarga harapan (PKH). 
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b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
Faktor penghambat merupakan sebuah acuan bagi pelaksanaan 
program sebagai hasil evaluasi. Adapun faktor penghambat dalam 
pelaksanaan PKH yaitu kurang pahamnya mayarakat miskin terhadap 
sanksi jika melanggar kewajiban atau komitmen yang telah ditetapkan 
baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan.  
Hasil wawancara dengan salah seorang pendamping PKH di 
Kecamatan Tompobulu yakni kak Sanawiyah, beliau mengatakan bahwa 
: 
“kendalanya itu terkait dengan masyarakat yang masih ada melanggar 
kewajibannya walaupun nanti ada sanksi yang dia terima, meskipun 
kita sering memberikan pengarahan mengenai sanski yang melanggar 
kewajiban tapi begitulah.”(sumber: wawancara, tanggal 17 januari 
2017) 
Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada 
masyarakat miskin yang melanggar kewajibannya, meskipun pendamping 
sering memberikan arahan mengenai sanksi yang akan mereka dapatkan 
jika melanggar kewajiban atau komitmen baik dari segi kesehatan mapun 
dari segi pendidikan yang menjadi syarat dari bantuan program keluarga 
harapan tersebut. 
 Faktor berikutnya yaitu kurangnya dukungan finansial yang dapat 
menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses 
pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. 
Disamping itu  pendanaan juga menjadi hal penting sehingga diperlukan 
pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya 
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sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran yang 
cukup, shingga pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan 
dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup mayarakat miskin sebagai 
tujuan program dapat meningkat. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang menghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di 
kabupaten maros yaitu: 
1. Kurang pahamnya mayarakat miskin terhadap sanksi jika 
melanggar kewajiban atau komitmen yang telah ditetapkan baik 
syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, 
2. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program keluarga 
harapan (PKH) yang dapat menentukan kesuksesan tujuan. 
 
4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program 
KUBE-FM  
1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program KUBE-FM 
Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui 
kelompok Usaha Bersama fakir miskin (KUBE-FM), tidak lepas dari 
adanya beberapa faktor yang mendukung proses tersebut. Dimana faktor 
yang pertama yaitu adanya kerjasama yang terjalin. Seperti yang 
diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan 
Pelayanan Anak, mengatakan bahwa: 
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“Faktor pendukung yang pertama itu adanya kerjasama antar semua 
pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak pemerintah maupun pihak dari 
kelompok itu sendiri, dalam membantu melaksanakan program KUBE 
ini, sehingga berjalan dengan baik. Semua pihak yang terkait 
memberikan andil yang sangat besar dalam kelancaran program kube 
ini.” (sumber: wawancara, tanggal 21 februari 2017) 
 
Selanjutnya, salah satu anggota KUBE-FM di Desa Salenrang, 
Kecamatan Bontoa menambahkan terkait faktor kerjasama yang 
mendukung usaha mereka, yaitu: 
“yang mendukung usaha kami ini adalah kerjasama yang baik dari 
semua anggota kelompok, misalnya setiap kegiatan yang dilakukan itu 
semua anggota selalu berpartisipasi didalamnya, sehingga dapat 
memajukan usaha kami.” (sumber: wawancara, tanggal 23 februari 
2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah 
satu faktor pendukung terlaksananya program KUBE-FM yaitu adanya 
kerjasama yang terjalin baik antara semua pihak-pihak yang terkait dalam 
menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin yang akan 
menunjang kualitas hidup mereka, dan nantinya akan memutus rantai 
kemiskinan yang ada di kabupaten maros.  
Fakor pendukung selanjutnya yaitu adanya motivasi untuk mengikuti 
setiap kegiatan dalam program kelompok usaha bersama fakir miskin 
(KUBE-FM). Partisipasi anggota dalam setiap kegiatan dalam KUBE-FM 
merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan pelajaran dan juga 
merupakan keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih bernilai. 
Perubahan yang lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan kesejahteraan keluarga mereka. 
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Seperti  yang  diungkapkan  oleh salah  seorang  anggota kelompok 
usaha bersama (KUBE), yang mengungkapkan bahwa: 
“saya ikut serta dalam setiap kegiatan dikelompok ini karena 
keinginan saya sendiri, dan untuk menambah pengetahuan dan 
keterampilan saya, daripada  dirumah  tidak kerja apa-apa. Dan 
nantinya dengan kemampuan yang saya miliki dapat saya gunakan 
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari” (sumber: wawancara, tanggal 
23 februari 2017)  
 
Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, faktor 
pendukung kegiatan dalam kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-
FM) lainnya yaitu adanya motivasi yang timbul dari dalam diri setiap 
anggota untuk mengikuti kegiatan  keterampilan, dengan alasan agar 
semua anggota mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 
berusaha yang dapat mereka gunakan dalam menambah penghasilan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat meningkatkan kualitas 
kesejahteraan sosialnya. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang mendukung pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama fakir miskin 
(KUBE-FM) di kabupaten maros yaitu: 
a) Adanya kerjasama antara pihak-pihat terkait, baik dari pihak 
pemerintah maupun dari pihak kelompok dan pihak lainnya yang 
membantu 
b) Adanya motivasi dari dalam diri setiap anggota untuk  
mendapatkan  pengetahuan  dan keterampilan dalam berusaha. 
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2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program KUBE-FM 
Sumber daya merupakan salah satu  faktor  yang mempengaruhi 
pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Sumber daya tersebut 
dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya financial. 
Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar 
efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi 
dokumen saja. 
Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pelaksanaan 
setiap program. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan 
program, salah-satunya disebabkan oleh sumber daya manusia yang 
kurang memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.  
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Maros, beliau 
menyatakan bahwa : 
“kualitas sumber daya manusia itu merupakan faktor yang menjadi 
kendala dalam menjalankan usaha di kelompok, karena jika anggota 
tidak memiliki kualitas dan kemampuan dalam berusaha maka sulit 
untuk mengembangkan usaha mereka. Dan sulit untuk bersaing 
dengan kube-fm lainnya.” (sumber, wawancara, tanggal 21 februari 
2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kualitas 
sumber daya manusia dalam KUBE-FM masih kurang dimiliki, sehingga 
dapat mempengaruhi usaha mereka. Dalam hal ini kualitas sumber daya 
manusia sangat penting untuk mengembangkan suatu usaha dari usaha 
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yang dimiliki para kelompok usaha bersama fakir miskin yang ada 
dikabupaten maros. 
Kemudian terkait sumber daya financial dalam pelaksanaan program 
KUBE-FM, masalah anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar 
yang menentukan jalannya suatu program agar mencapai tujuan dan 
sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan 
penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami 
hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar.  
Faktor selanjutnya yaitu terkadang ada hubungan kurang baik antar 
anggota,  sehingga menimbulkan rasa bosan dalam menjalankan suatu 
usaha. Hubungan kurang baik bisa membuat kelompok menjadi tidak 
kompak yang menyebabkan anggota menjadi tidak betah mengikuti 
kegiatan dalam kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM). 
Disamping itu, merasa bosan dengan aktivitas yang dilakukan juga 
sebagai penyebab anggota keluar dan mencari pekerjaan lainnya. Hal ini 
diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan 
Pelayanan Anak terkait faktor yang menghambat dalam kelompok, yakni 
sebagai berikut: 
“kadang didalam kelompok sangat sulit untuk menyamakan presepsi 
atau menyamakan pemahaman biasanya terjadi antara anggota 
dengan anggota dan juga biasanya terjadi antar ketua dengan 
anggota, yang menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak baik 
antar sesama anggota kelompok didalam menjalankan usaha mereka” 
(sumber: wawancara, tanggal 21 februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
menjalankan suatu usaha sangat diperlukan pemahaman dan pandangan 
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yang sama antar setiap person agar tidak terjadi ketidaknyamanan 
didalam kelompok, sehingga usaha yang dibentuk bersama dapat berjalan 
dengan baik. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang menghambat pelaksanaan program program pemberdayaan 
masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-
FM) di kabupaten maros yaitu: 
1) Kualitas sumber daya manusia dalam KUBE-FM masih kurang, 
sehingga dapat mempengaruhi usaha yang dimiliki para kelompok. 
2) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program 
pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE-FM. 
3) Terkadang ada hubungan kurang baik antar anggota,  sehingga 
menimbulkan rasa bosan dalam menjalankan suatu usaha. 
 
4.5.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Program 
Pembedayaan UMKM 
1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM 
Program pemberdayaan UMKM adalah salah satu upaya pemerintah 
dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di kabupaten maros. 
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM terdapat faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi 
faktor pendukung terlaksananya program tersebut yaitu yang pertama 
adanya struktur organisasi yang terintegrasi. Dengan adanya kejelasan 
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didalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan telah 
mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UMKM di 
kabupaten maros. Dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan kabupaten maros merupakan badan pemerintah daerah 
yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga 
mempermudah dalam mengimplementasikan dan melaksanakan 
kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan UMKM. 
Selanjtnya, pemanfaatan teknologi. Adanya teknologi yang 
dimanfaatkan oleh dinas yang merupakan upaya untuk membantu pelaku 
UMKM dalam mengembangkan usaha dan memasarkan produk-produk 
mereka. Tentu saja hal itu merupakan peluang bagi pelaku UMKM agar 
produk mereka lebih dikenal oleh masyarakat luas yang tentu saja akan 
berdampak pada meningkatnya omset penjualan. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang mendukung pelaksanaan program program pemberdayaan usaha 
mikro, kecl dan menengah (UMKM) di kabupaten maros yaitu: 
1) Adanya struktur organisasi yang terintegrasi.  
2) Pemanfaatan teknologi untuk membantu pelaku UMKM dalam 
mengembangkan usaha dan memasarkan produk-produk mereka. 
2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM 
Selain faktor pendukung dalam program pemberdayaan masyarakat 
miskin melalui UMKM ini, juga terdapat faktor penghambat yang menjadi 
kendala terlaksanannya program ini. Faktor yang pertama yaitu masih 
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kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh para 
pelaku UMKM. Dimana sumber daya manusia merupakan titik sentral 
yang sangat penting, sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah 
tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun 
temurun. Keterbatasan sumber daya manusia UMKM baik dari segi 
pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat 
berpengaruh terhadap pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut 
sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan 
keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi 
perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk 
yang dihasilkannya. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang UMKM bahwa 
: 
“…sering terjadi pelaku UMKM itu apabila sudah dilatih, mereka 
terkendala mengenai penyesuaian IT yang ada, karena ilmu pelaku 
UMKM itu tidak sesuai dengan yang kita terapkan, contoh begini kita 
menerapkan bahwa seluruh produk UMKM harus punya desain 
produk, Cuma banyak pelaku UMKM kita belum mampu mendesain 
produk. jadi tinggi rendahnya ilmu dan pemahaman pelaku UMKM 
sangat mempengaruhi kualitas produk yang akan dihasilkan.”(sumber: 
wawancara, tanggal 16 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kualitas 
sumber daya manusia yang dimiliki oleh para pelaku UMKM masih kurang 
walaupun dinas koprindag telah melakukan atau memberikan suatu 
pelatihan. Sehingga berdampak dengan kualitas produk yang dihasilkan 
oleh masing-masing UMKM. 
Faktor selanjutnya yaitu kemampuan (skill) yang masih kurang menjadi 
faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan terobosan 
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yang bersifat kreatif dan inovatif. Pelaku UMKM harus memiliki 
pengetahuan yang baik tentang bagaimana menciptakan suatu produk 
yang kreatif dan bagimana memasarkan produknya. Hal ini dipertegas 
oleh Kepala Bidang UMKM yang mengatakan, bahwa : 
“banyak UMKM kita belum mengerti tentang bagaimana inovasi 
produk, sehingga mempunyai nilai tambah, walaupun telah dilatih. 
Pola pikir dari pelaku UMKM kita juga perlu diubah yang hanya 
bersifat lokal, mereka memasarkan produknya hanya disekitaran 
mereka, kalau perlu mereka harus mempunyai pola pikir bagaimana 
mereka menembus pasaran yang keluar dari lingkup mereka.” 
(sumber: wawancara, tanggal 16 januari 2017) 
 
Selanjutnya kepala bidang UMKM mengatakan bahwa : 
“kita juga terkendala oleh skill yang dimiliki pelaku UMKM. dimana 
dalam berusaha UMKM itu pertama harus menjiwai usaha yang 
menjadi modal non rill yang termasuk kemampuan. Karena dalam 
berusaha skill mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Dan jika para 
pelaku UMKM memiliki skill yang lebih maju perbankan pasti 
memberikan bantuan modal, jadi perlu disini pengembangan modal 
tak berwujud atau skill agar pelaku UMKM dapat lebih 
menegembakan dan memajukan usahanya.” (sumber: wawancara 
tanggal 16 januari 2017) 
 
Faktor selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadahi.  
Hal ini dipertegas oleh Kepala Bidang UMKM yang mengatakan, bahwa : 
“kita terkendala dalam hal sarana dan prasarana, terutama faktor-
faktor yang menghambat diantaranya jalan yang belum memadahi 
yang digunakan oleh para pelaku UMKM dalam mendistribusikan 
produknya, apabila sarana dan prasarana lengkap saya kira usaha 
UMKM itu akan berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja disini 
perlu ditekankan bahwa pelaku UMKM kita jangan lagi manja dengan 
keadaan yang ada, karena produk ekonomi sekarang perlu meningkat 
jauh lagi.” (sumber: wawancara tanggal 16 januari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu 
faktor yang menjadi kendala yakni belum memadahinya sarana dan 
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prasana dalam mendistribusikan produk-produk dari para pelaku UMKM. 
Dimana sarana dan prasana merupakan faktor yang sangat penting untuk 
menunjang keberhasilan dalam melaksanakan program pemberdayaan 
UMKM. Dan jika sarana dan prasana lengkap akan lebih memudahkan 
para pelaku UMKM dalam menjalakan usaha mereka. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang menghambat pelaksanaan program program pemberdayaan usaha 
mikro, kecl dan menengah (UMKM) di kabupaten maros yaitu: 
a) Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
dimiliki oleh para pelaku UMKM. 
b) Kemampuan (skill) yang masih kurang dalam melakukan terobosan 
yang bersifat kreatif dan inovatif. 
c) Sarana dan prasarana yang belum memadahi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai upaya pemerintah daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros. Pada bab ini diuraikan 
kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang 
dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat 
pada penulisan selanjutnya. 
 
5.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam penanggulangan 
kemiskinan dapat dilihat dari program-program yang dilakukan. 
Adapun program-program yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Maros dalam menanggulangi kemiskinan yakni program 
bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH), program 
pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama 
fakir miskin (KUBE-FM), dan program pemberdayaan usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM). Adapun pelaksanaan program-program 
ini berdasarkan penelitian yang dilakukakan oleh penulis, didapatkan 
hasil bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang 
kurang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun secara 
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keseluruhan pelaksanaan program keluarga harapan, program KUBE-
FM dan program pemberdayaan UMKM ini sudah cukup baik dilihat 
dari terlaksananya program-program tersebut, tersalurkannya bantuan 
sesuai dengan rencana dan ketepatan sasaran dalam 
pelaksanaannya. 
2. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten Maros dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni adanya 
komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, adanya 
koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat, adanya kerjasama yang 
terjalin baik antara semua pihak-pihak yang terkait, adanya motivasi 
yang timbul dari dalam diri setiap anggota untuk mengikuti kegiatan, 
adanya struktur organisasi yang terintegrasi serta pemanfaatan 
teknologi. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya 
pemahaman masyarakat miskin terhadap sanski jika melanggar 
kewajiban, terbatasnya anggaran, kurangnya kualitas sumber daya 
manusia, adanya hubugan yang kurang baik antar  anggota, 
kurangnya kemampuan (skill) yang dimilik oleh pelaku UMKM serta 
sarana dan prasarana yang belum memadahi. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di 
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kabupaten maros. Dengan melihat pelaksanaan program-program 
penanggulangan kemiskinan serta dengan memperhatikan kesimpulan 
diatas adalah sebagai berikut : 
1) Kepada pemerintah daerah terkhusus dinas sosial, tenaga kerja dan 
transmigrasi serta dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan 
yang melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, 
diharapkan agar lebih mengefektifkan setiap programnya, sehingga 
kedepannya melalui program tersebut dapat mengurangi angka 
kemiskinan di kabupaten maros. Selanjutnya dalam pelaksanaan 
setiap program diharapkan pula pedampingan dari Dinas yang terkait, 
sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya 
sampai pada pemberian bantuan tetapi, memonitoring program 
tersebut sampai akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik, dan yang 
terkahir dalam pelaksanaan setiap program juga sangat dibutuhkan 
anggaran yang memadahi untuk setiap kegiatan dalam program-
program penanggulanagn kemiskinan yang perlu dioptimalkan agar 
tercapai tujuan dari program tersebut.  
2) Diharapkan semua stockholder yang terlibat baik pemerintah daerah, 
aktor-aktor, masyarakat miskin dan pelaku UMKM dapat bekerjasama 
dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan dengan 
meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung, 
sehingga dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan di 
Kabupaten Maros.  
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